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POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSLA DI INDONESIA 
(STUD1 PENGARUH HUKUM HAM PiTERNASIONAL TERHADAP 

HUKUM HAM NASIONAL DALAM U r n  1945) 

Abstrak 

Sebagai dasar negara yang dapat dikaji dari m a h  politik dan h u b ,  tidak 
dapat kita pun&ri bahwa konstitusi lahir dari pergulatan politik. Konstitusi yang 
tertuang dalam TAD 1945 merupakan surnber hukum positif tertinggi yang 
terejawantahkan di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Politilc 
internasional masa sekarang ini sedang memberikan angin segar &lam 
memperjuangkan kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan dianggap 
sebagai agarna baru bagi sebagian orang yang berpaham humanistik, terutama 
setelah berakhirnya Perang ~ u & a  U[ dan meluas hampir di seluruh negara-negara 
di dunia yang diawali oleh negara-negara di Benua Eropa dan Amerika. Hal ini 
dicirikan dengan lahirnya PBB dengan penjaminan prinsip hak asasi manusia 
yang tertuang dalam pembukaan piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia, yang dikeluarkan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB, dm 
beberapa pengaturan intemasional lain yang berkaitan dengan perlindungan hak 
asasi manusia. Berawal dari penyebaran konsep HAM ini banyak negara yang 
menerimanya secara utuh dan tidak sedikit pula yang menolaknya dengan dasan 
relativisme. Bagi sebagian negara yang berpaham universalisme, tentunya, tidak 
masalah menerima secara utuh masuknya paham HAM, terutama negara-negara di 
Eropa, bahkan secara terang-terangan tercatat &lam konstitusi mereka untuk 
tunduk kepada peraturan HAM Internasional. 

Di sisi lain, bagi aegara dengan paham relativisme lebih suka rnenerapkan 
local wisdom yang sudah lama mengakar selama ratusan tahm sebagai dasar 
konstitusionalnya. Di Indonesia, secara konstitusiond sumber hukum yang diakui 
secara utuh adalah konstitusi yang terejawantahkan ke dalam Batang Tubuh UUD 
1945. Menurut teori konstitusi, hak asasi manusia yang terdapat dalam konstitusi 
dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 
merupakan satu-satunya swnber hukum positif bagi pembentukan hukurn yang 
bernuansakan HAM. Namun, politik internasional yang mengusung nilai-nilai 
HAM beberapa dekade belakangan ini mempunyai peranan yang sangat besar 
terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan bahkan sampai kepada 
perombakan secara besar-besaran terhadap konstitusi di negara ini. 

Hasil peneilitian ini adalah bd~wa politik internasional yang menciptakau 
regulasi internasioal berpengaruh terhadap kebijakan regulasi hukum yang 
tertuang dalam konstitusi di Indonesia. Politik hukum internasional yang 
bernuansakan HAM cepat atau lambat akan melahirkan konstitusi yang 
humanistik. 

KataKunci: Politik Hukum HAM, Hukum HAM Internasional dan Hukum 
HAM Nasional, UUD 1945. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur antar pelakunya secara 

sejajar yang merupakan akibat dari heterogenitas struktur masyarakat 

internasional di dunia. Hal ini senada seperti yang dikemukakan oleh Charles 

Rousseau yang menyatakan bahwa hukurn nasional merupakan hukum yang 

bersifat subordinasi, dan di sisi lain hukum internasional merupakan hukum yang 

bersifat koordiaasi,' artinya dalam konteks hukm internasional hubungan h u k m  

ini dilandasi oleh persarnaan kedudukan antar anggota rnasyarakat bangsa-bangsa. 

Tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya dan yang paling 

tinggi dalam struktur masyarakat internasional adalah masyarakat internasional itu 

sendiri. Tidak ada badan supra nasional atau pemerintah dunia (world 

government) yang memiliki kewenangan sekaligus memaksakan berlakunya suatu 

aturan internasi~nal.~ 

Pennasalahan mengenai h u b  intemasional sebagai produk politik, lebih 

j auh   en kin^ rnenjelaskannya sebagai sebuah sistem politik. Pertarna, h u h  

adalah politik. Politik adalah hukum. Hukum adalah normatif dm politik 

membawa Peedom of choice, diplomasi, dll. Keduu, secara jelas hukum 

- - - -  - 

1 Charles Rousseau, Droif International Public, Librairie du Recueil, Paris, 1953, p. 1 1, 
dalam Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan d m  Fungsi dalam Era Dinamika 
Global, @andung: Penerbit Alumni, 2005), hlm 4. 

' Sefriani, Hukum Zrrtmnasional Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 4- 
5. 

Louis Henkin, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter and Hans Smith, Iizletnational 
Law: Cases and Materials, (ST Paul: West Publishing CO, 1993), Third Edition, p. 1-2. 



merupakan ekspresi nomatif dari sistem politik. Hukum internasional dapat 

dianalogikan sebagai produk sekelompok "masyarakat" (intemasional). Sehingga 

ketika kita berbicara rnengenai politik hukum sebagai legal policy kita tidak dapat 

melepaskan bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum yang 

dihasilkan dari konfigurasi politik tersebut. Hanya saja di sini konfigurasi yang 

dimaksud adalah politik internasional yang menghasilkan produk hukum yang 

bersifat internasional pula karena unsur atau pihak pembentuk hukumnya adalah 

semua negara pihak. 

Hak asasi manusia, konsep inilah yang dalam beberapa dekade terakhir 

mencuat layaknya agama baru di berbagai negara di dunia khususnya di negara- 

negara Barat sebagai akibat sejarah kekejaman dan pelanggaran terhadap 

kemanusiaan yang te rjadi pada Perang Dunia I dan II. Selain itu pula, HAM juga 

terasa di negara-negara berkembang yang muncul baru-baru ini. Hal ini berangkat 

dari respon terhadap merebaknya berbagai pelanggaran HAM yang timbul karena 

perbedaan baik agama maupun ras dengan berbagai latar belakang kepentingan. 

Sebenamya apabila kita klaah l e b i  dalam, kehadiran negara-negara baru ini juga 

tidak terlepas dari pengaruh asas self determination4 atau asas dasar kebebasan 

untuk menentukan nasib sendiri yang merupakan salah satu asas hak asasi 

manusia yang paling fundamental. 

Berdirinya PRB melalui United Nations Charter merupakan sebuah 

kemajuan yang sangat signifikan dalam sistem politik internasional meskipun 

Asas ini juga dicantumkan dalam Pasal I (2) Piagam PBB sebagai penghormatan 
terhadap menusia untuk mementukan nasibnya sendiri. Asas ini yang kemudian dijadikan dasar 
oleh banyak negara untuk merdeka. Pasal ini berbunyi "To deveIop j?iendIy relations among 
nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to 
tahk other appropriate measurm to strei?gthn ~cniver.suI peace'' 



sebenarnya usaha itu sudah dilakukan pada saat d i W a m y a  Liga Bangsa- 

Bangsa. Ada tiga perkembangan penting yang terjadi setelah Perang Dunia I1 

yang ditandai dengan be-rkembangnya hukum internasional yakni; pertama, 

semakin pentingnya representasi negara-negara non-Barat sebagai anggota 

masyardcat intemasional. Kedua, tumbuhnya gap secara ekonomi antara negara- 

negara maju dan negara-negara rniskin. Ketiga, ekspansi secara besar-besaran 

organisasi internasional dengan tujuan kooperatif. Perhatian mereka difokuskan 

pada masalah-masalah perdamaim dan keamanan intemasional, standar kesehatan 

universal, transportasi dm komunikasi intemasiond, perlindungan terhadap 

lingkungan, tennasuk juga perlindungan hak asasi manusia di mana perrnasalahan 

ini menjadi bahasan baru yang merefleksikan kebutuhan masyarakat 

Perkembangan selanjutnya melalui PBB,~ ide-ide tentang HAM ini mulai 

dimunculkan melalui Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang 

dikumandangkan pada tahm 1948 melalui forum antar negara-negara di dunia.' 

Olqh kareoanya ketika kita berbicara masalah HAM kita tidak bisa terlepas dari 

ruang lingkup hukum intemasional karena pembuatan aturan hukum HAM ini 

melibatkan berbagai negara di dunia yang digagas da lm satu forum PBB yang 

Louis Henkin. Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter and Hans Smith, Internafional 
Law.. . , op cif, p. xxviii. 

6 Pada era seteleh Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1945, penjaminan hak asasi 
manusia mulai terlihat di dalam Piagam PBB sebagai konstisusi organisasi tersebut yang 
beranggotalcan negam-negam di dunia. Kini anggota PBB mencapa 194 negara di seluruh dunia 
termasuk Indonesia. Tidak tanggung-tanggung ide penjaminan hak asasi menusia ini tercantum 
dalam pembukaan piagam PBB yang berbunyi: "To develop friendly relations among nations 
based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take 
other appropriate measures to strengthen universal peace". Preambule of the United Nations 
Charter. 

7 Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 
melalui Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (111). 



merepresentasikan negara sebagai anggotanya sekaligus sebagai subyek hukum 

internasional. 

Oleh karena itu, dari berbagai faktor di atas penulis lebih memandang 

hukum HAM intemasional sebagai hukum yang lahir dari perkembangan politik 

internasional di mana banyak negara-negara pada saat itu sudah mengalami anti 

klimaks kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi akibat perang atau 

perselisihan antar suku, ras maupun agama seperti kejahatan HAM yang 

dilakukan oleh tentara Nazi Jerman, pembantaian antara suku Hutu dan suku Tutsi 

di Rwanda yang melahirkan pengadilan ad hoc internasional Tokyo Tribunal clan 

ICTR. Munculnya atau merdekanya negara-negara baru sebagai akibat dari rezim 

kolonialisme yang ingin menentukan nasibnya sendiri melalui asas self 

determination juga menjadi faktor pendukung yang penting atas lahirnya regulasi 

internasional tentang HAM. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, hukurn HAM 

intemasional selama ini hanya lahir melalui perjanjian-perjanjian internasional 

yang mengharuskan negara-negara untuk meratifikasinya sebelum diberlakukan di 

negaranya masing-masing. 

Dalam ranah domestik, permasalahan mengenai hak asasi n~anusia 

nlemang sangat fundamental terutsuna di negara-negara yang sedang dalam masa 

transisi dan masa revolusi. Pada masa transisi setelah jatuhnya Rezim Orde Baru 

ke Orde Reformasi di Indonesia arnandemen terhadap konstitusi telah dilakukan 

sebanyak empat kali, yakni, tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Dalarn beberapa kali 

arnandemen inilah, aturan yang mengatur permasalahan HAM di Indonesia telah 

diperbaharui. Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000 telah 



m e n y e m p d a n  pengaturan tentang hak asasi manusia yang selama ini 

dipandang terlalu sederhana. Perubahan ini meliputi Pasal 27, 28, 29 ayat (2), 

Pasal 30 (I), Pasal 31 ayat (I), dan Pasal 34. Dalam amandeman ini telah 

dilakukan perluasan mengenai hak asasi manusia dalam bab XA dengan judul 

Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal28A sampai Pasal28 J . ~  

Pada amandemen kedua inilah pengaturan HAM dalam konstitusi di 

Indonesia terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu, HAM yang berkaitan dengan 

hidup dan kehidupan, HAM yang berkaitan dengan kelwga, HAM ymg 

berkaitan dengan pekerjaan, HAM yang berkaitan dengan kebebasan beragama 

dan meyakini kepercayaan, HAM yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, 

bersikap dan berserikat, HAM yang berkaitan dengan informasi dm komunikasi, 

HAM yang berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang 

merendahkan derajat dan martabat manusia, HAM yang berkaitan dengan 

kesejahteraan sosial, HAM yang berkaitan dengan persamaan keadilan, HAM 

yang berkaitan dengan kewajiban menghargai hak orang dan pihak lain? 

Kesemua penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, 

pelaksanaan dan pemajuannya ke dalam UUD 1945 bukan semata-mata karena 

kehendak untuk mengakomodasi perkembangan zaman yang menganggap penting 

HAM sebagai isu global, namun juga ha1 ini dikarenakan sebagai salah satu syarat 

negara hukum. Selain itu juga HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator 

Ni'matul H u h  Politik Ketatanegaraan Indonesia Kqjian terhadap Dinarnika 
Perubaban UUD 1945, (Yogyakarta: FH UII Press. 2003), hlm. 3 1-32. 

Ibid., hlm. 32. 



untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi dan tingkat kemajuan suatu 

negara. 10 

Konstitusi sebagai sumber hukum di Indonesia secara keseluruhan 

dirnaksudkan untuk mengatur rambu-rambu pokok untuk mengelaborasi empat 

kaidah penuntun hukum Pancasila yang kemudian dilembagakan dari pusat 

samapi ke daerah dan harus dijadikan pedoman dalam pembuatan perahran 

pemdang-undangan di bawahnya. Semua peraturan perundang-undangan hams 

menjamin integrasi atau keutuhan di bidang hukum dan teritori negara dan bangsa 

Indonesia sesuai dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia." Hal ini dapat dilihat dari ketentuan tentang 

pilihan bentuk negara 'kesatuan' yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 

yang tidak dapat diubah dengan prosedur konstitusional (Pasal 37 ayat 5 UITD 

Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan 

m e n j a .  integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun 

secara ideologi, masuknya HAM yang tanpa fdter kostitusi merupakan 
- 

pennasalahan tersendiri dalarn hal kedaulatan hukum yang harus diselesaikan. 

Disahkannya regulasi atau peraturan perundang-undangan seperti Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebelum adanya 

Amandemen terhadap UUD 1945 menj adi salah satu contoh terki kisnya 

kedaulatan hukum di negara ini. Bukan berarti nilai-nilai yang ada dalam Undang- 

10 MPR RI, Panduun dalam Memasyarakaekun Undang- Undang Dasur Negara Republik 
Indonesia Tohun 1945, (Jakarta: Sekretariat jendral MPR RI, 2003), hlm 22-23. 

1 I Moh. Mahfud MD. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi I.su,(Jakarta: Rajawali 
Press 2009), hlrn. 55. 



Undang HAM itu tidak baik, namu. seharusnya amandemen terhadap 

konstitusilah yang pertama kali ham dilakukan. Menjadi pertanyaan mendasar 

bagi penulis adalah bagaimanakah sebenarnya pengaruh hukum HAM 

internasional terhadap h u h  HAM nasional kaitannya dengan kedaulatan hukum 

negara yang tertuang dalam konstitusi di Indonesia? 

Di pihak lain, legal policy yang diberlakukan di Indonesia merupakan 

imbas dari politik hukum nasional yang sedang bemuansakan perjuangan terhadap 

hak asasi manusia qakah politik hukurn nasional ini juga mempunyai 

ketergantungan terhadap politik hukum internasional. Kalau memang demikian, 

apakah konsep tentang hukum internasional yang diakui sebagai hukum yang 

bersifat koordinasi tidak berjalan seperti apa yang telah dirurnuskan dalam arti 

banyak pengaturan HAM internasional yang nilai-nilainya berbeda dengan nilai- 

nilia lokal malah justru mensubordinasi negara dengan mengharuskan untuk 

mencantumkan pengaturan tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam instrumen 

hukum internasional. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rnaka dapat diarnbil 

rumusan masalahnya adalah: 

I .  Ragaimanakah politik hukurn hak asasi manusia di Indonesia 

dihubungkan dengan politik h u b  HAM Intemasional? 



2. Bagaimanakan pengaruh hukum HAM internasional terhadap hukum 

HAM nasional dalam kaitannya dengan kedaulatan hukum negara 

yang tertuang dalam konstitusi di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertuj uan untuk: 

1. Mengetahui bagaimanakan koniigurasi politik hukum hak asasi 

manusia di Lndonesia dan politik hukum HAM Internasional. 

2. Mengetahui apakah pengaturan HAM Internasional di Indonesia 

berpengaruh terhadap hukum HAM dalam kaitamya dengan 

kcdaulatan hukum negara yang tertuang dalam konstitusi di Indonesia 

D. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teori di mana teori ini akan 

berfungsi sebagai kacamata atau sudut pandang penulis &lam menelaah simtem- 

simtem yang terjadi mengenai bagaimana politik hukum hak asasi rnanusia di 

Indonesia ketika dihadapkan dengan politik hukunl internasional. Selain itu 

penggunaan teori ini juga bertujuan untuk pengujian teori di mana ketika 

diterapkan dalam sebuah fakta dilapangan apakah teori ini mas& bisa berjalan 

sesuai. 

1. Teori Universalitas Hak Asasi Manusia 

Salah satu wacana yang paling hebat dalam dua dekade terakhir adalah 

konflik antara dua ideologi besar yang berbeda dalam penerapan hak asasi 

manusia dalam skala yang lebih luas, yakni universalisme (univer-salism) dan 



relativisme budaya (culfural relativism). Teori universalisme mengatakan 

bahwasanya akan semakin banyak budaya 'primitif yang pada akhirnya 

berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan 

budaya Barat. Sedangkan di sisi lain, relativisme budaya menyatakan sebaliknya 

bahwa suatu budaya tradisional tidaklah dapat diubah12 dan mendalilkan bahwa 

kebudayaan merupakan satu-satunya sumber kebebasan hak atau kaidah moral.13 

Persoalan pelik ini menggugah dukungan dari beberapa ahli hukum dan 

HAM dan ahli Hukurn Intemasional. Mereka menekankan bahwa konsep HAM 

pada dasanya dapat diterima oleh dunia secara universal. Ini sesuai dengan 

pernyataan Louis  enk kin'^ bahwa "the idea of human rights is accepted in 

principle by all governments regardless of other ideologi, regardeless of political, 

economic, or social condition" terlebih lagi secara terang-terangan Robert Traer 

menyatakan secara tegas bahwa 'keyakinan pada hak asasi manusia' akan 

menjadi sebuah ' konsep global' secara tanpa syarat, ' di mana bagi sebagian 

pihak konsep HAM pada awalnya merupakan konsep yang hanya datang dari 

Barat. 

Antonio Cassese juga pemah mengatakan bahwa deklarasi HAM universal 

merupakan buah dari beberapa ideologi, suatu titik temu mtara berbagai konsep 

mengenai manusia dm lingkungannya. Dengan dernikian apa yang ada dalarn 

Rhona K.M. Smith, dkk., Hukurn Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 
2008), hlm. 18-19. 

13 Jack Donnelly, Universal Human Righfs in 7'heory aruI Pradicc, (London: Cornel 
University, 2003), hlm. 89-93. 

14 Louis Henkin, The Rights of Man Today, (Boulder: San Fransisco, 1978). hlm. 28. 
15 Robert Traer, fiillr III Ifumun Right, (Waslii~lglu~~ 1991). Wlii. 2 16. 



deklarasi tersebut merupakan buah dari k ~ m ~ r o m i . ' ~  Negara Barat disinyalir 

memang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendekatan 

intemasional terhadap hak asasi manusia. Berbagai kontribusi tersebut tidak 

diigukan lagi telah membantu pengembangan teori modern hak asasi manusia. 

Menurut catatan sejarah, Deklarasi HAM Universal merupakan produk suatu era 

yang didominasi oleh Barat, dan sedikitnya telah merefleksikan suatu konsep 

Barat tentang HAM. Terdapat pengaruh faham liberal-Barat dalam draft pertarna 

Deklarasi Universal HAM yang dianggap sebagai suatu standar besama yang 

merupakan sebuah pencapaian bagi seluruh umat ~nanusia dan seluruh bangsd7 

Dasar dari doktrin hak asasi manusia berangkat dari konsep 

universalisme moral dan kepercayaan &an keberadaan kode-kode moral 

universalitas yang melekat pada selunrh umat manusia dan diidentifikasi terhadap 

kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat fundamental. Moral yang bersifat 

universai ini di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles dalam karyanya 

Nichomachean Ethics yang secara detail menguraikan suatu argumentasi yang 

mendvkung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Kebutuhan akan 

suatu ketertiban alamiah ini kemudian diturunkan dalarn serangkaian kriteria 

universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang 

sebenarnya 'buatan manusia'. 'Hukurn dam' ini sudah ada sejak sebelum manusia 

mengenal konfigurasi sosial dan politik.'8 

l6  Ibid.. hh. 17. 
I7 Mohammed Bedjaoui, The Dljiculr Advance of Human Rights Toward Universality, In 

Universality of Human Rights in a Pluralistic World, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990, hlm.45. 
18 Rhona K.M. Smith, dkk., op cit, hlm. 19. 



Dalam teorinya, ~ a s s e s e ' ~  berpendapat bahwa dunia dewasa ini telah 

berubah karena disebabkan oleh ideologi HAM dan oleh prinsip menentukan 

nasib sendiri. Faham individualisme negara tradisional untuk sebagian telah 

dilemahkan oleh suatu kesadaran baru mengenai kebutuhan kolektif masyarakat. 

Dahulu masyarakat internasional telah dibimbing oleh kaidah Spinoza yang telah 

dikemukakan pada tahun 1677 "karena kemerdekaan atau kekuatan batin adalah 

kebajikan individu, maka sebuah negara tidak mengetahui nilai yang lain selain 

dari nilai keamanannya sendiri". Namun, dewasa ini negara-negara juga 

dipengaruhi oleh nilai-nilai lain karena takut dipersalahkan, dicela, dikritik dan 

dalam keadaan-keadaan yang ekstrern didelegitirnasikan oleh mayoritas anggota 

masyarakat yang lain. Dengan kata lain saat ini kita memiliki suatu skala nilai 

yang barus dihormati negara. Secara b e m t a n  pertarna adalah nilai tentang 

perdarnaim, penghormatan atas martabat manusia dan hak rakyat untuk 

menentukan nasi b sendiri. 

2. Teori Konstitusi 
. 

Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi 

atau Undang-Undang Dasar karena keduanya merupakan unsur yang tidak dapat 

dipisahkan. Tidak ada orang yang dapat berbicara tentang organisasi negara yang 

dengan tidak berbiacara tentang konstitusi karena konstitusi sekarang menjadi 

dasar organi sasi seti ap negara modern. 20 Konstitusi adalah segala ketentuan dan 

aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya), atau 

Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain bahwa segala tindakan atau 

Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia di Dunia ymg Berubah, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2005), hlm. 277. 

20 G.S. Diponolo, Ilmu negara, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), Julid 2, hlm. 165. 



perilaku seseorang, maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan 

atau menyimpangi konstitusi b e d  tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak 

Dari segi hukum pada dasarnya pengetahuan mengenai teori konstitusi 

adalah konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara. K.C. Wheare memaknai 

konstitusi sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

First of all it (constituion) is used to describe the whole system of 
government of a country, the coIIection of rules which establish and 
regulate or govern the government. These rules are partly legal, in the 
sense that courts of law will recognize and apply them, and partly non 
legal or extra legal, taking the form of usages, understandings, customs, or 
conventions, which courts do not recognize as law but which are not less 
eflective in regulating the government than the rules of law strictle so 
called In most countries of the world the system of the government is 
composed of his mixture of legal and non legal rules and itis possible to 
speak of this collection of rules as the constitutions. 

Maksud dari pengertian tersebut yakni bahwa konstitusi paling tidak 

digunahan dalam dua pengertian. Pertama, konstitusi dalam arti luas biasanya 

digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, 

kumpulan pemturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan 

pemerintahan. Sebagai sistem pemerintahan di dalarn konstitusi terdapat 

campuran tata peraturan baik yang bersifat hukum (legal) dan bukan hukum (non- 

legal). Kedua, dalam arti sempit yakni sekurnpulan peraturan yang legal dalam 

lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau 

bebempa dokumen yang terkait satu sama lain.23 

21 H. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, Teori dun Hukum Komiitusi, (Jakarta: 
Rajawalipers, 2004), hlm 1. 

22 K.C. Wheare, Modern Constitutions, (London: Oxford University Press, 1975), hlm. 1 .  
2' Ibid. 



Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukurn dalam negara, maka perlu 

dilakukan pengujian apakah suatu kaidah h u b  tidak berlawanan dengan kaidah 

hukum lain, dm terutama apakah suatu kaidah hukum tidak ingkar dari atau 

bersifat menyisihkan kaidah h u h  yang lebih penting dan lebih tinggi 

derajatnya. Perbedaan dan pertentangan antara kaidah-kaidah hukum dalam satu 

tata hukum h a m  diselesaikan dan diakhiri oleh lembaga peradilan yang 

benvenang menentukan apa yang menjadi hukurn positif dalam suatu negara. 

Penyesuaian atau pengujian kaidah hukum dengan UUD atau kaidah konstitusi 

disebut pengajuan konstitusional secara material.24 

Indonesia mencantumkan penjaminan hak asasi manusia di dalam 

konstitusinya, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini diciptakan 

beidasarkan nilai-nilai yang berlaku di negeri ini. Sehingga pada dasamya, hak 

asasi yang dimaksud pula seharusnya merupakan hak asasi sesuai dengan kondisi 

dan kultur masyarakat setempat. Hak asasi ini merupakan pengejawantahan dari 

nilai-nilai yang telah lama berlaku. Nilai-nilai ini sudah berjalan secara turun 

temurun clan sudah menjadi identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai masih bersifat 
. .  . 

absrtak dan dikodifikasi secara teratur dalam suatu ketentuan sebagai landasan 

konstitusional negara yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi ini kemudian 

menjelma menjadi cenninan kedaulatan hukum negara. Sehingga ketika kita 

mendefinisikan konstitusi negara merupakan hak dan otoritas tertinggi negara 

yang sifatnya mutlak. Seperti yang dinyatakan dalam bukunya Hans Kelsen 

bahwa "the hiererchical structure of the legal order o f  a state is roughly as 

24 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarqw, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1983), hlm. 190-19 1. 



follows: presupposing the basic nonn, the corastihrtion is the highest level within 

national law. The constitution is here understood, not in a formal, but in a 

material sense.25 

Diungkapkan oleh Hans Kalsen dalam teorinya, stufenbau theory, 

menyatakan bahwasannya negara dikendalikan oleh konstitusinya. Konstitusi 

merupakan jenjang tertinggi hukum positif. Konstitusi clapat dipahami pula dalam 

pengertian material dan formil. Konstitusi dalam pengertian materil merupakan 

sekumpulan norma positif yang mengatur penciptaan norma-norma hukum urnum. 

Sedangkan konstitusi dalam pengertian formal adalah sebuah dokumen yang 

dinamakan dengan 'k~nstitusi':~ Undang-Undang Dasar 1945. 

Norma absah karena diciptakan oleh norma lain, sehingga dengan 

demikian keabsahan norma baru tersebut di dasarkan pa& norma penciptanya. 

Hubungan ini dapat pula dikatakan sebagai hubungan superiordinasi dan 

subordinasi, yakm sa t .  norma berkedudukan lebih tinggi dm norma lain lebih 

rendah. Begitupula dengan tatanan hukum yang juga mempunyai kedudukan 

berjenjang. Dalarn hukum juga ada norma dasar yang menjadi alasan tertinggi 

bagi keabsahan norma, dengan demikian terbentddah tatanan fiukum sesuai 

dengan k~ierarkin~a.~' Peraturan daerah tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada 

peraturan pemerintah, peraturan pemerintah didasarkan pada undang-undang dan 

undang-undang mempunyai landasan konstitusi. Dalarn teori ini, konstitusi 

2S Hans Kelsen, General Theory of Law andstuie, (Newyork: Russell&Russell, 1973), p. 
124. 

'6 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif; Terj. Raisul 
Muttaqien, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008). him. 244-245. 

27 Ihid., hlm 244. 



menjadi norma dasar suatil negaa. Tidak adz negara tarpa konstitusi d m  

konstitusi menjadi sumba hukum tertinggi suatu negara. 

Teori Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hukum itu bersifat hierarkis 

yang p~incaknya berpusat pada grundnorm dituangkan dalam suatu piramida di 

bawah ink2' 

Teori ini berbicara tentang hierarki hukum yang dikemukakan oleh Hans 

Kelsen Q mana hukum itu bersifat hierarkis artinya hukunl itu tidak bertentangan 

dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya di mana urutannya dari yang paling 

bawah adalah sebagai berikut: putusan pengadilan - undang-undang dan 

kebiasaan - konstitusi - dan yang teratas adalah grundnorm. Namun, dalam ha1 

ini Kelsen sendiri tidak menjelaskan apa yang dijelaskan dengan grlmdnorm dm 

hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-ha1 yang bersifat 

rnetaj~r idis .~~ 

28 Astim Riyanto, Teori Konstirusi, (Bandung: Penerbit YAPEMDO, 20001, him. 150- 
151. 

29 R. Otje Salman, Sosiologi Hlckuni Sucltzi Penga~ztnr, (Bandung: Armico, 1987), hlrn. 1 1. 



Diberlakukaunya jenjang atau tingkatan hukum dari atas sampai ke bawah 

salah satu tujuannya adalah untuk pengujian. Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk melindungi konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin 

dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksel~utif.~~ Dengan kata 

lain yakni hak menguji itu diperlukan untuk mempertahankan 'supremasi of the 

constituioa'. Oleh karena itu hak menguji relevan jika terpenuhi dua syarat yaitu, 

pertama, hams terdapai konstitusi tertulis yang dianggap sebagai hukum dan 

mempunyai kedudukan sebagai h u h  tertinggi atau hukum dasar flundamental 

law). Keduu, konstitusi tertulis tersebut harm bersifat rigid, atau hanya dapat 

berubah melalui tata cara khusus yang berbeda dengan cara mengubah undang- 

~ n d a n ~ . ~  

Sarnahdnya dengan hukum Hak asasi manusia yang terdapat dalam 

knstitusi di Indonesia. HAM merupakan hak individu yang dirniliki setiap orang 

sebagai makhluk Tuhan. Namun di Indonesia, hak individu ini pula dibatasi 

dengan hak orang lain, sehingga hak individu tidak boleh mengganggu atau 

melanggar hak yang menjadi rnilik orang lain dengan maksud dan tujuan semata- 

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang 

Dari segi kedaulatan hukum, secara teoretis kedaulatan negara lain dalam 

ha1 apapun dibatasi terhadap campur tangan dan tidak dapat mengintervensi 

30 Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, Perkembangan Huk Menguji Material di 
Indonesia, (Bandung: Cita Bhakti Akademika, 19861, hlm. 6. Dikutip Ni'matul Huda, UUD 1945 
don gagman Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 35. 

3' Allan Rrewer-Carias, Judicial Review incornparation Law, Cambridge University 
Press, 1989, hJm. 84. Dikutip oleh Irfan Fachruddin dalam Pengawasaiz Perudilan Adminisfrasi 
Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alimni 2004), hlm 1. 

32 Pasal28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Ladonesia Tahun 1945. 



kedaulatan negara tetangganya karena ha1 ini dapat mengencarn keharmonisan clan 

putusnya hubungau diplomatik antara kedua negara t e r s e b ~ t . ~ ~  Kedaulatan hukum 

negara, secara urnurn, tertuliskan dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 

pada masing-masing negm. Secara hirarkhis, paham supremasi hukum di 

Indonesia, konstitusi yang terejawantahkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 

adalah surnber tertinggi3" Konstitusi merupakan jenjang tertinggi hukum yang 

berlaku disuatu tempat tertentu. 

Konstitusi rnerupakan kaidah dan penuntun hukum. Sejak negara ini 

diproklamasikan pada tahun 1945, telah ditetapkan bahw-a dasar hukum negara 

adalah UUD 1945 dm dasar ideologi negara kita adalah pancasila. Latar belakang 

dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat 

dilihat dari tiga aspek, yakni aspek politik, filosofis dan yuridis.35 Dari sudut 

hukurn, Pancasila menjadi cita hukum (rechside) yang hams dijadikan dasar dan 

tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleli karena itu setiap hulium yang lahir di 

Indonesia ham berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi dari mulai 

33 Putusnya hubungan diplomatik dapat disebabkan karena beberapa sebab. Hal ini tertulis 
dalam Konvensi Wina 196 1 Pasal45 "lfdiplomatic relations are broken qff'between two States, or 
i f a  mission is permanently or temporari!~ recalled: (a) The receiving State must, even in care of 
armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its proper9 and 
archives; (b) The sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together 
with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State; (c) The sending 
State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State 
acceptable to the receiving State." Salah satu penyebab putusnya hubungan diplomatik antara lain 
terdapat dalam Pasal 41 (1) Konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang putusnya hubungan 
diplomati antara dua negara yang disebabkan brena mencampuri urusan dalam negeri negara 
penerima "Article 4 1: (1) Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of d l  
persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the 
receiving State. They also have a duty nor to inte.fere in the internal flairs of that State. " 

;4 Secara rnikro kebebesan hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh bertmtangan 
dengal Pancasila, Undang-Undang Dasar, undang-imdang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan 
secara makro hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. 
Lihat Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2009), 
hlm. 47. 

35 Moh. Mahfud MD, Konstitusi.. ., np cit., hlm. 51. 



yang paling atas sampai yang paling rendah hierarkinya Hukum di Indonesia juga 

h a m  ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di 

dalam pembukaan UUD 1945, yaitu membangun segenap bangsa Indonesia da.  

seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteraan urnum, clan ikut serta melaksanakan ketertiban duniaS6 

Konstitusi sebagai landasan hukum negara harus terejawantahkan di dalam 

peraturan di bawahnya. Secara otomatis peraturan yang tidak sesuai dengan 

semangat konstitusi dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dapat di 

uji materilkan pada lembaga pengajuan konstitusi atau Mahkamah Konstitusi. 

Dalam hal apapun, tidak dibenarkan apabila peratwan perundang-undangan dan 

peraturan di bawahnya langsung merujuk kepada pengaturan internasional tanpa 

melewati 'filter' konstitusi karena hal ini akan menafikan peran dari negara, to 

fullJil, to protect dm to respect. Konstitusi bisa juga berfimgsi sebagai filter nilai- 

nilai hukum internasional yang masuk ke dalam negara. 

Secara prinsipil, ketika suatu pengaturan internasional bertentangan 

dengan kedaulatan suatu negara, bahkan bertentangan dengan konstitusinya maka 

negara tersebut dapat untuk tidak tunduk dan terikat kepada pengaturan 

internasional t e r ~ e b u t . ~ ~  Akan tetapi kenyataan di lapangan mencatatkan bahwa 

seringkali konstitusi tidak bisa berbuat banyak ketika dihadapkan dengan hukum 

internasional. Hukum internasional dipandang terlalu superior terhadap hukum 

nasional. Bahkan talc luput dari itu, terdapat pula aturan hukum internasional yang 

36 Ibid., hlm. 52. 
37 Pasal 46 Konvensi Wina 1961 "A sending State may with the prior consent of a 

receiving State, and at the request ofa third State not represented in the receiving State, undertake 
C ~ P  tempornty protection of the interests of the third State and of its nationals. " 



mengatur mtuk memasukkan ketentuan yang berkaitan dengan hak asas manusia 

ini di dalam ~ n d a n ~ - u n d a n g ~ ~  ataupun k~ns t i t u s in~a .~~  Apabila konsep hukum 

internasional sejalan dengan hukum nasional cenderung tidak ada permasalahan, 

akan tetapi sebaliknya ketika hukum nasional bertentangan dengan hukum 

internasional dan karakteristik hukum nasional tpebut  menyangkut ha1 yang 

bersifat mendasar, manakah yang h m  didahulukan? 

3. Teori Dualisme dan Monisme 

Dalarn perkembangan hukum intemasional permasalahan mengenai 

hubungan azitara hukum intenlasional dan hukum nasioanal menjadi perdebatan 

yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan apakah hukurn 

internasional dan hukurn nasiaonal merupakan satu kesatuan hukurn ataukah tidak 

ada hubungan sama sekali di antara keduanya. Dalarn hal ini terdapat dua aliran 

yakni aliran monisme dan dualisme. Secara singkat dalam teori monisme 

meilgatakan bahwa hukum internasional clan hukum nasional merupakan dua 

aspek yang sama dari sistem hukum pada u m m y a  Sebaliknya teori dualisme 

mengatakan bahwa hukum internasional dan hukurn nasiaonal merupakan dua 

38 Hal ini contohnya terdapat dalam Convention on the Elimination of Discrimination 
against Women yang ditetapkan dan dibuka untuk dibndabngani, diratifikasi dan disetujui oleh 
Resolusi Majelis Umum 341180 pada 18 Desember 1979. Konvensi ini mulai berlaku pada 3 
September 1981. Dalam Pasal 6 berbunyi "Negma-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya 
yang tepat, termasuk pem buatan undang-undang, untuk memberantas segala hentuk perdagangan 
peretnpuan dan eksploitasi pelacuran perempzian. " 

39 Hal ini terdapat dalam Convention on the Eliminatioiz of Discrimination against 
Women dimana negara hams berupaya memasukkan asas persarnaan laki-laki dm perempuan di 
dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara anggotanya. Pasal 2 CEDAW "Negaru- 
negara Pihak menguhrk diskriminmi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, d m  
bersepakai dengan segala cara yang tepat dun tanpa dirunda-tunda, untuk menjalankan suatu 
kebijakan yang nlenghapus diskriminmi terhadap perempuan, dun untuk tujuan ini bemaha 
untuk: (a) Memasukkan mm persamaan arlrara laki-laki dun perempuan dalam undana-undanz 
-r mereka atau perunihg-undangan lainnya yang layuk apabila belum dimasukkan ke 
dalamnya, dun untuk menjamin realismi praktis pelaksanaan dari mas ini, melalui hukum d m  
cara-cara lain yang tepat. " 



sistem hukum yang sama sekali berbeda. Hukum internasiaonal mempunyai suatu 

karakter yang berbeda secara intrinsik dengan hukurn n a s i ~ n a l . ~ ~  

Teori dualisme digawangi oleh ilmuan besar Anzilotti. Ilmuan h u b  

internasional ini berpaham positivis yang menyandarkannya pada teori kehendak 

(consensual theory) tentang hukum internasional. Anzilotti membedakan antara 

hukum internasional dan hukum nasional menurut prinsip-prinsip fundamental. 

Hukurn nasional ditentukan oleh prinsip atau norma fundamental bahwa peratwan 

perundang-undangan negara (sfate legislation) harus ditaati, sedangkan sistem 

hukurn iilternasional ditentukan oleh asas pacta sunt servanda, 4'  yakni perjanjian 

antara negara-negara hams dijunjung tinggi. Oleh karena itu kedua sistem iui 

samasekali terpisah sedemikian sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan 

antara keduanya, yang mungkin ada hanyalah penunjukkan-penunjukkan 

(revonis) dari sistem yang satu ke sistem yang lain, selain itu tidak ada hubungan 

antara k e d ~ a n ~ a ~ ~  

Berbeda dengan ihuan yang berpaharn dualisme, pandangan monisme lebih 

memandang semua hukum sebagai suatu ketentauan tunggal yang tersusun dari 
. .. 

kaidah-kaidah hukum yang mengikat baik berupa kaidah yang mengikat negara- 

negara, individu-individu atau kesatuan lain yang bukan negara. Da lm 

perkembangannya terori monisme terbagi menjadi dua yakni aliran monisme 

primat hukum internasional (HI) dan aliran monisme primat hukum nasioanal 

(HN). Dalam pendangan aliran monisme primat HI, HI berasal dari HN. 

40 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internmianal I, (Jakarta: Sinar grafika, 2006), Edisi. X, 
hlm.96. 

'' John O'Brein, International Law, (London: Cavendih Publishing Limited, 2001), 
dalam Sefriani, Hukurn Internasional .. ., op cit, hlm. 87. 

42 J. G.  Starke, Pengantar Hztkum ..., op cit., Nm. 97. 



Contohnya adalah hukum kebiasaan internasional negara yang tumbuh dari HN, 

maka HN primat terhadap HI. Di sisi lain aliran monisme primat HI menyatakan 

bahwa HN bersumber dari HI sehingga KI kedudukannya lebih tinggi dari HN. HI 

h a m  di dahulukan ketika terjadi konflik dengan HN.43 

Perkembangan dari kedua teori di atas adalah teori transformasi dan teori 

adopsi khusus. Kaum positivis yang menganggap bahwa kaidah-kaidah hukum 

internasional tidak dapat secara langsung diberlakukan dalam hukum nasional, 

oleh karena itu untuk memberlakukannya diperlukan proses adopsi khusus 

(spesijc adoption) ke dalam hukurn nasional. Lebih lanjut para kaum positifis 

menganggap balnva hukun internasional dan hukum internasional merupakan dua 

sistem yang sarna sekali terpisah d a .  berbeda secara stmktural. Sistem h u h  

intemasional tidak dapat menyinggung sistem hukum nasional kecuali sistem 

hukum memperkenankannya melalui jalan konstitusi untuk diijinkan masuk ke 

dalam hukurn nasional. Hubungannya dengan traktat (treaty) harus ada 

transformasi khusus yang tujuannya untuk mentransfomasi hukum internasional 

ke dalam hukum nasional ini. Hal ini di dasarkan pada sifat kedua sistem hukum 

tersebut di mana di satu sisi hukum intemasional bersifat konsensual sedangkan 

hukunl nasional. bersifat non-konsensual. Traktat memiliki sifat janji-janji 

(promises) sedangkan undang-undang nasional bersifat perintah (commands) 

sehingga diperlukan adanya transformasi baik secara formal maupun transformasi 

secara s~bs t ans i .~~  



Secara definitif, teori transformasi atau juga bisa dikenal dengan teori 

transformasi efektif adalah teori yang menyatakan bahwa negara merupakan pihak 

utama dalam pemenuhan kewajiban internasional untuk mengakui, mengatur, 

menghonnati, memajukan dan melindungi HAM di seluruh sendi-sendi 

penyelenggaraan negara. Efektifitas transforrnasi ini dapat diukut rnelalui dua 

indikator utama, yakni, pembentukan dan pelaksanaan instrumen hukum dan 

kelembagaan HAM baik di bidang eksekutif, legisldf clan y~dikatif.4~ 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah termasuk ke dalarn jenis penelitian normatif? 

Penelitian ini dapat juga disebut dengan penelitian d ~ k t r i n a l ~ ~  yakni sebuah 

penelitian yang bertujuan untuk meneliti perkembangan peraiman perundang- 

undangan (das sein) dengan pendekatan yuridis formal. Penelitian ini di titik 

beratkan kepada bagaimana pengaturan HAM Internasional yang tertuang 

dalam kovenan-kovenan internasional dapat rnernpengaruhi ideologi HAM 

dalam konteks nasional. 

2. Obyek Penelitian 

a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

45 H. Jaka Triyana, Pengantm Hukum Internasionai,(Yogyaka&c Bagian Hukum 
Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010), hlm. 1 18-1 19. 

Soejono Soekanto, dkk., PeneIitian Hukum Normar& (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 
hlm. 13. 

47 Barnbang Sunggono, Metode Peneifian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 
83. 



c. Pengaturan htemasional lain tentang HAM 

d. Konstitusi Negara Republik Indonesia 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukurn primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan 

hukum yang mengikat8 yang terdiri dari kovenan-kovenan 

internasional dan konstitusi yang tertuang di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 Amandemen. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan-bahan h u h  prjrnep9 yaitu terdiri dari 

buku-buku pustaka yang memberikan penjelasan mengenai hak asasi 

manusia, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak isipol 

c. Baban hukum tersier 

Bahan h&um tersier yang digunakan dalam penelitian hi 

adalah bahan yang mernberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunderjO sepertihalnya 

ensiklopedi hukum dan kamus hukum. 

48 Soerjono Soekanto, Peneli~ian Normatif (Suaru Tinjauan Singkuq, (Jakarta: Raja 
Grafmdo Persada, 2001), h .h .  13. 

49 [bid hlm. 13. 
lhid. hlm. 13. 



4. Teknik Pengumpnlan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalarn 

penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari 

bahan-bahan hukurn baik primer, sekunder, dan tersier yang kemudian 

disusun secara sistematik sebagai pisau analisis dalam mengungkap 

bagaimana pengaturan hukurn Hak Asasi Manusia Intemasional dan HAM 

nasional yang tertuang dalam Konstitusi di Indonesia. 

5. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penmdang-undangan (Statute approach) karena bahan yang akan diteliti 

adalah berbagai aturan hukurn yang menjadi fokus dan tema utama 

penelitian ini5' Selain itu juga demi mendapatkan penelitian yang lebih 

mendalam pendekatan historis atau pendekatan sejarah (Historical 

Approach) juga digunakan dalam penelitian Pendekatan ini 

digunakan untuk mengetahui latar belakang sejarah dan bagaimana 

pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut khususnya yang 

berkaitan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia di Indonesia. 

Dengan peildekatan ini akan diteliti beberapa ketentuan hukum seperti 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kovenan 

intemaisonal seperti halnya Piagam PBB, DUHAM, ICCPR, ESCSPR 

51  Jhomy Ibrahim, Teori dun Metodologi Penelitian Hukum Nor*maiif(Malang: 
Bayumedia Publishing, 2006), Edisi Revisi, hlm. 302. 

52 Ihid, hlm. 3 1 8. 



Selain itu juga penelitian ini demi memperoleh analisis yang lebih 

valid dan kuat m k a  penelitian ini juga akan menggunakan tinjauan 

politik hukum sebagai pendekatan pendukung. Politik dalam kaitannya 

dengan kebijakan atau legal policy mempunyai peranan yang sangat 

signifikan terhadap produk politik yang akan diberlakukan. Studi tentang 

politik hukurn ini mencakxp pengertian tentang bagaimana politik 

memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada 

di belakang pembuatan cia. penegakan hukurn itu ~ e n d i r i . ~ ~  

6. Metode Analisis 

Semua surnber bahan hukum baik surnber bahan hukum pimer 

maupun sekunder yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia yang 

berorientasi pada penulisan deskriptif analitis sehingga penulis dapat 

mencari letak korelasi bagaimana pengaruh hukurn HAM internasional 

terhadap hukum HAM nasional yang tertuang dalam konstitusi di 

Indonesia. 

Pengambilan kesimpulan penelitian ini menggunakan prosedur 

penalaran i n d ~ k t i f ~ ~  yakni proses yang berawal dari proposisi-proposisi 

khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan 

(pengatahuan baru) berupa asas urnurn. Dalam prosedur induktif ini setiap 

proposisi hanya booleh dianggap benar kalau proposisi itu diperoleh 

sebagai hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi yang 

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 
1-2. 

54 Bambang Sunggono, Metode ..., op cit, hlm. 10. 



berkebenaran empiris, artinya tidak dkm- ada proposisi yang 

boleh dianggap benar jika ia tidak dapat ditopang secara logis oleh 

kebenaran empiris .55 

55 Ibid. 



BAB n 
POLITIK HUKUM HAK ASASI lMANUSIA INTERNASIONAL 

A. Sejarah Hak Asasi Manusia 

Sungguh menarik ketika kita melihat sejarah perkembangan hak 

asasi manusia. Sejarah perkembangan ini secara urnurn dapat dibagikan ke 

dalarn empat periode, yaitu periode hukum adat, periode h u h  perundmg- 

undangan, periode konstitusi- dan yang terakhir adalah periode hukum 

intema~ional.~~ Keempat periode ini menempatkan hak asasi manusia sesuai 

dengan hak asasi manusia pada masing-masing zamannya. Pembagian 

periode ini sangat penting dalarn membantu untuk mengklasifikasikan model 

mana yang dianut pada masa sekarang ini khususnya di Indonesia. Oleh 

karena itu sebelum secara detail membahas periodesasi ini ada baiknya kita 

membahas mengenai perkembangan sejarah HAM secara utuh demi 

pemahaman yang lebih komprehensif. 

Dalam perkembangan sejarahnya; hak asasi manusia secara 

konseptual baru muncul pada sekitar abad ke- 18. Namun, secara substansial 

pada dasarnya materi mengenai hak asasi manusia sudah muncul bahkan pada 

periode sebelum masehi. Hal ini terlihat dalam kitab Perjanjian Lama di mana 

terdapat pula prinsip-prinsip terutama prinsip tentang persarnaan. Kita telah 

mengetahui bahwa prinsip-prinsip ini sudah mui~cul sebelum doktrin tentang 

56 Subhi Mahmassani, Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia Studi Perbandingan dalam 
Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern, (Jakarta: PT Tintamas Indonesia & PT Pustaka 
Litera AntarNusa), hlm. 1-4 1 .  



hak asasi manusia Prinsip ini mencirikan kekhasan bahwa kitab 

tersebut merepresentasikan keadaan masyarakat pada masa itu yang sudah 

mengenal nilai-nilai persamaan antar sesama manusia. 

Di sisi lain, penulisan sejarah tentang HAM diiulai sejak zarnan 

kebudayaaan Yunani, di mana pada saat itu tumbuh teori hukurn kodrat pada 

masa 600 SM sampai dengan 400 SM. Penemuan bersarna hukum kodrat 

menyebabkan para ahli filsafat hukurn Yunani menerima hukun~ tidak 

berubah dalarn kehidupan masyarakat yakni b e r k k a n  aka1 sehat manusia 

Pengakuan ini menghasilkan pendapat bahwa "manusia itu sama menurut 

~ifatn~a".~~ Pendapat ini kemudian diambil oleh Stoa, ajaran filsafat yang 

berpengaruh besar atas filsafat negara dan hukum Romawi. 

Penulis melihat bahwa apabila kita mau melacak kebelakang, 

sebenamya setelah periode Yunani dan Romawi, penghormatan terhadap 

HAM telah tercatatkan pada masa Muhammad SAW (pada abad ke-7) dengan 

lahirnya Islam sebagai agama rohmatan Eil '~larnin'~ di mana di dalamnya 

telah memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Pada saat itu konsep hak asasi 

yang dikumandangkan bukan dalam bahasa "hak asasi manusia" akan tetapi 

dibahasakan dengan pembahasaan lain yang pada dasarnya intinya tidak jauh 

j7 Peter Baehr, P. van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, Instrumen 
Internasional P o b k  Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 200 I),  hlrn. 1 1. 

58 K. Vorlander, Geschiedenis van de wijsbegeerte, UtrechtIAntwerpen, 1971, hlrn. 57-58, 
dalam Peter Baehr, P. van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, op cit. . hlm. 1 1 .  

59 Rohmatan lil 'alumin mempakan istilah dalam bahasa Arab yang dapat dimaknai 
bahwa substansi hukum dalam Islam dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja. Islam sebagai 
rohmaf atau rahmat, anugerah bagi seluruh alam yang mencakup tidak hanya manusia tapi juga 
setiap makhluk Allah yang meliputi manusia, hewan, bumi, gunung dan semua unsur yang ada di 
dunia ini. Dalam ha1 inj manusia tidak terbatas pada orang Islam saja namun juga pada orang lain 
selain muslim. Karena nilai-nilia ymg tcrdapat dalam islam sifatnya universal. 



berbeda dengan penjaminan HAM dengan alasan untuk memmusiakan 

manusia. Contohnya seperti yang tercantum dalam Piagam Madinah yang 

disinyalir sebagai hak asasi pertama kali yang terealisasi dalam bentuk 

konstitusi negara dan belum ada bukti kuat yang mengatakan bahwa ada 

instrumen HAM yang rnasuk ke dalam konstitusi negw 'sebelum Piagam 

Madinah, Khutbah Haji Wada', dan lain ~ebagain~a.~' 

Hal ini senada dengan pernyataan Al-Sayyid Muhammad Ma'mf al- 

Dawalibi bahwa yang paling menakjubkan dari semuanya tentang Konstitusi 

Madinah itu adalah bahwa dokumen itu memuat untuk pertama kdinya dalarn 

sejarah, prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah kenegaraan dan nilai-nilai 

kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah di kenal umat rnanu~ia.~' Tidak 

hanya itu, berawal dari pencanturnan prinsip-prinsip ini menjadikan Piagam 

Madinah sangat dikagumi oleh para sarjana modem karena rneletakkan 

prinsip-prinsip kebebeasan beragama dan menganjurkan manusia untuk 

berusaha (dalarn bidang ek~nomi ) .~~  

Pencanturnan prinsip-prinsip ini merupakan ha1 yang tidak 

terprediksi sarna sekali dengan asumsi bahwa Islam selama ini selalu di 

deskreditkan akan ketidakbersahabatannya dengan prinsip-prinsip HAM. Hal 

ini membuat penulis terkagum-kagum sekaligus bertanya-tanya apakah 

60 Nurhidayatuloh, Politik Hukum Ham tentang Hak-Hak Politik Perempuan di Indonesia, 
dalam Nurhidayatuloh, dkk., Politik Hukum HAM Di Indonesia, (Yogyakarta: F H  UII Press, 
201 1). 

61 Nurcholish Madjid, dkk., Kontekstualisasi Dokfrin Islan~ dalam Sejarah, (Jakarta: 
Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 590. 

62 Nurcholish Madjid, Islam, Dobrin dun Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang 
Masalah Keimanan, Kemanusiaan dun Kemoderenan, cetakan ketiga, (Jakarta: Yayasan Wakaf 
Paramadina, 1995), hlm. 1 95. 



prinsip yang jelas-jelas a& (exist) dan menjadi tonggak sejarah munculnya 

penghormatan HAM pertama di dunia dalarn Konstitusi, rnasih saja 

dipungkiri dengan menyebarkan isu-isu yang menyesatkan akan Islam. 

Ataukah memang isu-isu tersebut sengaja dibuat untuk suatu kepentingan 

tertentu? 

Setelah masa keemasan Islam, peradaban kemudian beralih ke Barat 

dengan dimulainya abad Reformasi dan Pencerahan (Enlightenmen). Pada 

masa ini, kedudukan pribadi insani dalarn hubungannya dengan penguasa 

memperoeleh tempat yang lebih sentral dalam pemikiran hukum. Hal ini 

terutama dalam filsafat John Lock ymg meletakkan dasar pengakuan hak 

fundamental tertentu dari manusia dan yang tidak dapat dialihkan kepada 

orang lain yang hams dijamin oleh penguasa. P e n g d  ini terlihat sampai 

kepada masa pengkodifikasian hak-hak asasi manusia di Inggris, Amerika 

Serikat dan ~ e r a n c i s . ~ ~  

1. Perdebatan asal-usul HAM 
- . .> 

Berbagai literatur mengatakan bahwa konsep HAM pada awalnya 

datang dari Barat yang pada masa sekarang ini sedan.g gencar-gencarnya 

diperkenalkan sebagai nilai-nilai universal oleh Barat bahkan oleh PBB 

sekalipun. Namun dibali k itu, sebenarnya bagi para cendekiawan muslim, 

dan tidak menutup kemunglunan para ilrnuwan dan sejarawan Barat, 

percaya bahwa konsep itu sudah ada jauh sebelun Barat 

6: Peter Baehr, P. van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, op cit., hlm. 13. 



mendeklarasikannya yaitu pada Piagam Madinah yang dijadikan sebagai 

konstitusi Madinah, pada saat Fathul IMaKkah, oleh Rosulullah. 

Bagi sebagian besar kalangan orientalis tidak mengakui bahwa 

konsep HAM muncul dari Islam. Tidak hanya itu, tidak sedikit dari 

mereka, para pemikir Barat, mengatakan bahwa Islam bertentangan 

dengan nilai-nilai  HAM.^^ Ini didasarkan pada penyebaran nilai-nilai 

HAM universal yang terdapat dalam Universal Declaration of Human 

Rights yang tidak diterima oleh negara-negara Timur khususnya Negara 

Arab. 

Bagi Barat, perjalanan untuk mengubah nilai-nilai ini tidak 

semulus seperti yang diperkirakan. Berbagai pertentangan muncul dari 

negara-negara Timur. Nilai-nilai HAM yang dibawa Barat, bagi negara 

Timur ada yang tidak sejalan bahkan ada yang bertentangan dengan nilai- 

nilai yang berlaku. Persoalan pelik ini menggugah dukungan dari beberapa 

ahli hukurn dan HAM dan ahli Hukurn Internasional. Mereka menekankan 

bahwa konsep HAM pada dasanya dapat diterima oleh dunia secara 

universal. Ini sesuai dengan pernyataan Louis  enk kin^^ bahwa "the idea of 

human rights is accepted in principle by all governments regardless of  

64 Pendapat ini diungkapkan dengan alasan bahwa beberapa aturan hukum Islam dinilai 
sangat kejam dan tidak bernuansakan kemanusiaan. Seperti hukuman potong tangan yang 
dikenakan pada kasus pencurian, hukuman rajam, hukuman pancung dan sebagainya. Selain itu 
juga ha1 yang masih banyak menjadi perdebatan dan menjadi sorotan dunia internasional karena 
dianggap melanggar HAM adalah derajat perepuan dalam Islam dan kasus perbudakan dimana 
islam membolehkannya. Lihat Abdullah Ahmed An-Na'im, Debnstruksi Syari 'ah: Wacana 
Kebebasun Sipil, Hak Asasi Illanusia, d m  Hubungan Iizlernasiond dalam Islam, 
(Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 285. 

Louis Henkin, The Rights of Man Today, (Boulder: San Fransisco, 1978). hlm. 28. 



other ideologi, regardeless of political, economic, or social condition" 

terlebih lagi secara terang-terangan Robert Traer rnenyatakan secara tegas 

bahwa 'keyakinan pada hak asasi manusia' akan menjadi sebuah 'konsep 

global' secara tanpa syaraf66 di mana bagi sebagian pihak konsep HAM 

pada awalnya merupakan konsep yang hanya datang dari Barat. 

Terhadap pernyataan asal-usul legislasi HAM berasal dari Barat, 

hal ini tidaMah aneh karena dari berbagai dokurnen modem membuktikan 

bahwa HAM pertama kali muncul dari Bill of Right (1689), di mana pada 

saat itu di dalamnya telah rnemunculkan ketentuan-ketentuan untuk 

melindungi hak-hak atau kebebasan individu. "An Act Declaring the 

Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succession of the 

Cro~vz" atau akte deklarasi hak dan kebebasan kawula dan tata cara 

suksesi raja ini merupakan hasil perjuangan parlemen melawan 

pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad 

ke 1 7 . ~ ~  

Pendapat lain juga menyatakan bahwa HAM dimulai dari abad 

XVII yang merupakan tonggak dikonsepkannya hak asasi manusia yang 

bersumber dari hak kodrat yang mengalir dari hukum kodrat dengan hak 

politik. Pada abad XVIII Hak-hak kodrat dirasionalkan dalarn kontrak 

sosial dan mulai dipikirkan tentang kebebasan konvensional 

(individualisme kuantitatif). Ketentuan dalarn kontrak tersebut merupakan 

akibat dari hukurn kodrat. Ketika kontrak sosial dilanggar, masing-masing 

6~ Robert Traer, op cit., hlm. 2 16. 
67 Scot Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dun Praktek dalarn Pergaulan 

Internasionaf, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 2. 



kembali ke hak asalnya serta mengambil kembali kebebasan alamioya6* 

Pada abad XLX pemikiran berkembang dengan dukungan etik clan 

utilitarian dan munculnya paham sosialisme serta hak-hak partisipasi 

individualisme kualitatif. Pada abad XX berkembang adanya konversi hak- 

hak asasi manusia yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (positif) 

clan hak-hak sosial (sosiale gr~radrechten).~~ 

2. Fase Awal Perkembangan HAM 

U'alaupun masih dalam perdebatan, namun dapat kita 

garisbawahi bahwa secara urnurn HAM modern berasal dari Barat. 

Penjaminan HAM pada masa itu clapat kita dijumpai dalam revolusi 

' Inggris, Perancis dm Arnerika Serikat pada abad 1 7 dm 1 8. 

Dalam HAM, pa& dasarnya Inggris mempunyai pengalaman 

dengan lahirnya Magna Charta (1215) dan bill of rights yang keduanya 

seringkali dianggap sebagai asal m u d  bentuk penjaminan HAN yang 

sifatnya masih sangat sederhana dalarn ha1 kebebasan warga negara 

Inggris. Teori mengenai Magna Charta yang seringkali dianggap sebagai 

cikal bakal kebebasan warga negara Inggris dipatahkan oleh Scott 

Davidson yang lebih menganggap bahwa piagam ini pada dasarnya 

bukanlah cikal bakal kebebasan itu. Piagam ini hanya merupakan sebuah 

Jean Jacques Rousseau, Periahal Kontrak Sosial utau Prim@-Prinsip Hukum Politik 
(Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hlm. 14-1 5. 

" Scot Davidson, HakAsasi A4anusia ..., op cit., hlm. 3. 



kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John clan para 

b a n g s a ~ a n n ~ a . ~ ~  

Bill of Rights atau an Act Declaring the Rights and Liberties of 

the Subject and Setting the Sucession of the Crown (Akta Deklarasi Hak 

dan Kebebasan Kawula dan Tata Cara Suksesi Raja) diakui merupakan 

awal ketentuan yang rnelindungi kebebasan hak-hak individu di lnggris 

karena dalam prosesnya baru pada akta inilah yang merupakan hasil 

perjuangan parlemen Inggris melawan pemerintah raja-raja Wangsa 

Stuart yang berperilaku sewenang-wenang. Dalarn analisis Marxis, 

revolusi gemilang pada tahun 1688 dan Bill of Rights yang 

melembagakannya adalah revolusi borjuis yakni revolusi yang hanya 

menaikkan kelas bangsawan dan pedagang di atas monarkhi. 

Pengalaman Perancis dalam ketentuan hak asasi menusia ini 

diawali dengan meletusnya revolusi Perancis yang mencerminkan teori 

kontrak sosial serta hak-hak kodrati dari John Lock, Montesquieu dan 

Rousseau. Deklarasi Hak Manusia dan Warga negara pada tahun 1789 

menandakan bahwa pemerintahan pada saat itu tidaklah respek terhadap 

penjaminan Ilak. Dalam deklarasi itu memberikan penjelasan bahwa 

kebahagiaan sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang 

inerupakan produk dari LLhak-hak manusia yang suci, tak dapat dicabut 

dan bersifat kodrati". Selain itu dalam Pasal 2 Deklarasi tersebut 

menyatakan bahwa "sasaran setiap asosiasi politik adalah pelestarian 

70 Ibid., hlm. 2. 



hak-hak manusia yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini 

adalah kebebasan (liberty), harta (property), keamanan (safety), clan 

perlawanan terhadap penin* (resistance to ~ ~ ~ e r e s s i o n ) . ~ '  

Di sisi lain, pengalaman Amerika Serikat dalam pengatwan hak 

asasi manusia secara langusung dituangkan dalam Deklarasi 

Kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli 1776 yang disusun oleh 

Thomas Jefferson. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemberontakan koloni- 

koloni Inggris di Amerika Utara pada pertengahan abad 18. Dalam upaya 

melepaskan diri itu, disebabkan karena ketidakpuasan akan tingginya 

pajak dm tidak adanya wakil dalam Parlemen Inggris. Kemudian para 

faunding fathers Arnerika Serikat ini mencari pembenaran dalam teori 

kontrak sosial clan hak-hak kodrati John Locke dan para filusuf 

perancis. 72 

Deklarasi Kemerdekaan merupakan akta dari Kongres 

Kontinental Kedua yang diadopsi pada 4 Juli 1776 yang menyatakan 

bahwa Tiga Belas Koloni merdeka dari Britania Raya. Deklarasi ini, 

yang sebagian besar ditulis oleh Thomas Jefferson, menjelaskan 

pembenaran atau justifikasi untuk merdeka, dan merupakan 

pengembangan dari Resolusi Lee tertanggal 2 Juli yang untuk pertarna 

kalinya menyatakan kemerdekaan AS. Deklarasi ini dianggap sebagai 

71 lbid., hlm. 5-6. 
72 Ibid., hlm. 4 .  



salah satu dokumen pendiirian Amerika Serikat dan tanggal 4 Juli 

dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan Amerika ~ e r i k a t . ~ ~  

Dalam DeMarasi Kemerdekaan Amerika Serikat ini dengan jelas 

Kami menganggap kebenaran-kebenaran (berikut) ini sudah jelas 
dengan sendirinya: bahwa semua manusia diciptakan sama; 
bahwa penciptanya telah menganugerahi meraka hak-hak tertentu 
yang tidak dapat dicabut; bahwa di antara hak-hak ini adalah hak 
untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan -bahwa untuk 
menjamin hak-hak ini, orang-orang mendirikan pemerintahan 
yang memperoleh kekuasaan yang benar berdasarkan persetujuan 
( h u l a )  yang diperintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk 
pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk 
mengubah atau menyingkiritannya. 

Berawal dari deklarasi ini kemudian Amerika Serikat mengadopsi Bill of 

Rights yang memuat daftar hak-hak individu yang dijaminnya. 

Dari ketiga pengalaman negara Barat ini, secara urnurn terutama 

dalam undang-undang tentang hak asasi manusia yang berasal dari 

Revolusi Amerika dan Perancis terdapat persamaan pahm bahwa, 

pertama hak-hak tersebut secara kodrati inheren, universal dan tidak 

dapat dicabut: hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena 

mereka adalah manusia, bukan karena mereka adalah kawula hukum 

suatu negara. Kedua, perlindungan terbaik terhadap hak-hak itu terdapat 

dalam kerangka yang demokratis. Konsep penentuan nasib sendiri yang 

bersifat politis yang dirumuskan oleh para penyusun Deklarasi Perancis 

7i~eklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, http://id.wiki~edia.ordwikilDeklmi 
Kemerdekaan Arnerika Serikat, akses tanggal 1 3 Januari 20 1 1 .  

74~eklarasi ini direkam ulang dalam Enq~clopedia Brittanica, lihat Scott Davidson, op 
cif., hlm. 4. 



menegaskan bahwa perlindungan hak yang efektif hanya akan dijumpai 

di dalam batas-batas legitimasi yang dernokratis. Ketiga, bahwa batas- 

batas pelaksanaan hak hanya dapat diterapkan atau dicabut oleh undang- 

~ n d a n ~ . ~ ~  

3. Perkembangan HAM sebelum dan setelah Perang Dunia II 

Perkembangan HAM pada masa sebelum Perang Dunia I1 (PD 11) 

diawali dengan kebangkitan Eropa pada abad pertengahan yang 

seringkali disebut dengan Renaissance sampai kepada lahirnya Pakta liga 

Bangsa-Bangsa disertai berdirinya LBB sebagai akibat dari Perang Dunia 

Pertama. Namun pada akhirnya LBB juga gaga! untuk mencegah 

terjadinya perang lanjutan yang kita kenal dengan PD LI. 

Pada masa rena i~sance~~ inilah konsep HAM modern terbentuk di 

Barat. Barat memulai perkembangan ini setelah berabad-abad Barat 

tenggelam dalam masa kebodohan sampai kemudian Barat mulai sadar 

dan terbuka akan perlunya peradaban lain sebagai tolak ukur kemajuan 

mereka. Dengan mengambil nilai-nilai dan ilmu pengetahuan yang 

terdapat dalam peradaban sebelurnnya, yakni Islam, yunani dan Romawi, 

Barat mulai merangkak maju. Titik awal penlulaan pencerahan Barat 

adalah kemenangan mereka pada Perang Salib. Akibat dari perang ini 

adalah teks-teks (buku-buku) ilmu pengetahuan yang memajukan 

75 Ibid., hlm,7. 
76 Renaissance atau disebut juga Abad Pertengahan dalam berbagai literatur sejarah masa 

inilah masa awal keemasan bangsa Barat dimana mereka dapat mentransformasikan ilmu 
pengetahuan dari peradaban sebelurnnya ke dalam bahasa mereka. Barat mulai terlihat pesat 
perkembangannya pada awal abad ke 20 dengan menguasai ilmu pengetahuan yang ditandai 
dengan nlntt~hnya Dinasti m o m a n  di Turki. 



peradaban Islam pada masa itu diambil barat dan tidak sedikit dari teks- 

teks tersebut di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. 

Pada masa pencerahan inilah mulai muncul pe rj anjian-perj an. ian 

yang sifatnya lintas negara dimana pertama kali muncul konvensi tentang 

perlakuan yang manusiawi terhadap warga negara asing. Konvensi ini 

dikenal dengan nama "Hukum Internasional mengenai Tanggung Jawab 

Negara terhadap Pelanggaran Hak-hak Orang Asing". Perjanjian ini pada 

awalnya dimotori oleh para bapak pendhi hukum internasional seperti 

Francisco de Vitoria (1486-1546), Iiugo Grotius (1583-1645), dan 

Emmerich de Vattel(17 14- 1767) yang sejak dari awal sangat menyadari 

bahwa semua orang baik asing atau bukan mempunyai hak alamiah yang 

tidak boleh dikurangi oleh negara sekalipun. Sehingga mereka menuntut 

untuk perlakuan yang pantas terhadap orang a ~ i n ~ . ~ '  

Pada awal pertumbuhannya ini, hukurn internasional masih 

bersifat sangat tradisional yakni hanya mengakui negaralah yang menjadi 

subyek hukum internasional. Sementara kedudukan individu masih 

dipandang hanya sebagai obyek saja, dalam artian individu hanya 

menel-ima apa saja aturan yang diberlakukan oleh negara. Sehingga hak- 

hak yang diberikan kepada individu tersebut bukan karena sebagai 

manusia narnun lebih karena sebagai warga negara. Negaralah yang 

membela kepentingan warga negaranya apabila rnemperoleh perlakuan 

77 Burns H. Weston, Human Rights, dalarn RP. Claude & Weston, ed, Human Rights in 
the World Community, dalam Knut D. Asplund, Suparman Mamki, Eko Riyadi, ed, Hukum Hak 
Asasi Manu,sin, (Yogyakarta: PUSHAM UII,  2008), hlm. 30. 



yang tidak adil dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku dari negara lain. 78 

Hal ini sesuai dengan doktrin state responsibility for injury to 

alliens yakni berdasarkan doktrin ini orang asing berhak untuk 

mengajukan tuntutan terhadap negara tuan nunah yang telah melanggar 

at~ran. '~ Biasanya ini terjadi ketika orang asing memperoleh perlakuan 

yang sewenang-wenang oleh aparat pemerintah, dan negara tidak 

mengambil tindaka. apapun atas perlakuan ter~ebut.~' Prinsip ini 

kemudian berkembang karena tidak cukup memberikan perlindungan 

terhadap warga negara asing yang berada di wilayah negara lain. Sarnpai 

kemudian muncul prinsip baru yang disebut dengan intervensi 

kemanusiaan. Berdasarkan hak ini, negara dapat mengintervensi secara 

militer untuk melindungi penduduk atau sebagian penduduk yang berada 

dalam wilay ah negara lain.*' Dokhin 1111 dipopulerkan oleh Hugo 

Grotius. Namun banyak pihak yang meragukan doktrin ini yang 

memberikan kesempatan bagi negara kuat untuk melakukan intervensi 

. .  
terhadap negara yang lernahs2 

Segera setelah usai Perang Dunia I, masyarakat dunia sepakat 

untuk membentuk suatu organisasi internasional yang tujuan utamanya 

adalah untuk memelihara perdamaian dunia dan mencegah terjadinya 

78 Henkin, The Origins of Contemporary hternational Human Rights Law, in Louis 
Henkin, RichardmCrawford Pugh, Oscar Schachter, Hans Smit, op cit., hlm. 596-597. 

79 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, ed, op cif., hlm. 30-3 1 .  
Ibid, hlm. hlm. 3 1 .  
Ibid., hlm. 32. 

82 Ibid. 



perang yang hanya akan menyengsaralcan masyarakat sipil. Kernudian 

atas kesepakatan masyarakat internasional, maka lahirlah Liga Bangsa- 

Bangsa (League of Nations) melalui perjanjian Versailles. Selain itu juga 

melalui perjanjian ini lahir Organisasi Perbunxhan Dunia (ILO). LBB 

mempunyai tiga organ utarna yakni Dewau, Majelis dan Sekretariat. 

Tercatat keberhasilan utama Liga bangsa-Bangsa adalah keberhasilannya 

dalarn membuat sistem mandat (Mandates System) yang berfhgsi untuk 

menempatkan negara-negara bekas koloni Jerman dan Turki yang kalah 

perang untuk ditempatkan di bawah penvalian negara-negara pemenang 

perang.83 Narnun atas kegagalannya dalam mencegah te rjadinya Perang 

Dunia I1 LBB dibubarkan pada 18 April 1946 setelah didirikan PBB pada 

8 Oktober 1945. 

Perkembangan hak asasi manusia setelah te rjadinya Perang Dunia 

I1 mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan 

berubahnya pola yang mana pada awalnya individu hanya menjadi obyek 

dari hukum internasional dan hanya negaralah yang menjadi satu-satunya 

subyek hukurn internasional, individu mulai diposisikan sebagai subyek 

hukum intemasional, yakni sebagai pemegang hak dan kewajiban. 

Artinya dengan status ini, individu pun dapat berhadapan dengan 

negaranya sendiri di hadapan Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia 

PBB. Akhimya sedikit demi sedikit perkembangan HAM ini mulai 

menunjukkan hasilnya. Berawal dari diposisikannya individu sebagai 

83 Bid., hlm. 33. 



subyek hukum internasional, perjuangan berlanjut pada perlindungan 

terhadap kelompok orang, mulai dari perlindungan terhadap kaum budak, 

kaurn minoritas, bangs-bangs priburni, orang asing, hingga kepada 

tentara (~ornbatants).~~ 

Melalui doktrin kelembagaan ini, setelah lahirnya LBB dan PBB, 

akhirnya paham menganai hak asasi manusia bergeser dari paham yang 

tradisional hmgga ke paharn yang modern. Artinya, individu yang pada 

awalnya kepemilikan haknya merupakan hak yang diberikan karena ia 

sebagai warga negara di mana perlindungannya juga ditentukm oleh 

negara, kini hak asasi yang diberikan tersebut diberikan dengan alasan 

karena individu tersebut adalah manusia yang hak-haknya tidak dapat 

dicabut oleh siapapun bahkan oleh negara sekalipun. 

B. Politik Internasional Sebelum dan Setelah Lahirnya Deklarasi Universal 

HAM 

Berbicara mengenai politik internasional, kita tidak dapat melnpakan 

bagaimana hubungan internasional yang tekanannya terletak pada sejarah 

diplomatik, organisasi internasional, dan hukum intemasiona~.~~ Dua ha1 yang 

disebut terakhir ini disinyalir sebagai faktor penggerak bagaimana tatanan 

internasional ini dapat be rjalan. Secara sederhana hukum internasional dibuat 

oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional sedangkan 

organisasi internasional saat ini masih direpresentasikan oleh PBB (U~zited 

84 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, ed, Hukum Hak Asusi Manusia, 
(Yogyakarta: PUSHAM Uii,  2008), hlrn. 34. 

85 Hans J. Morgenthau, Politik Antar Bangsa Perjuangan untuk Kekuasuan dan 
Perdamaian, (Randung: Binacipta, 1990), hlrn. xvii. 



Nations). Politik internasional yang tergabung dalam PBB ini kemudian 

ditentukan oleh politik l ux  negeri masing-masing negara. 

Secara sederhana politik internasional, sebagaimana halnya dengan 

semua politik, meqakan  perjuangan untuk mencapai kekuasaan. Apapun 

yang menjadi tujuan politik intemasional, kekuasaanlah yang menjadi tujuan 

terdekatnya. Di sisi lain, kekuasaan politik adalah hubungan psikologis antara 

mereka yang menjalankan politik tersebut dengan mereka yang terkena 

imbasnya. Kekuasaan itu kemudian diberikan pada pihak yang menjalankan 

poilitik tersebut kepada suatu tindakan tertentu dari pihak yang terkena imbas 

atas politik tersebut melalui pengaruhnya. Pengaruh ini bisa juga berbentuk 

perintah, ancaman, bujukan ataupun k o m b i i  dari ketiganyaS6 Perintah ini 

biasanya berbentuk aturan-aturan tertentu di mana agar aturan tersebut dapat 

dipatuhi, maka ada ancaman bagi pihak-pihak yang melanggar aturan-aturan 

tersebut. 

Pada periode terakhir ini dalarn politik internasional, keyakinan atas 

pejuangan untuk mencapai kekuasaan yang pada awalnya digembar- 

gemborkan oleh negara atau sekelompok negara tertentu, dapat dilenyapkan 

dari arena internasional akibzt adanya usaha besar untuk mengorganisasikan 

dunia dalarn satu forum PBB. Fenomena ini menurut Cordell Hull yang 

meletakkan dasar bagi pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan 

86 Ibid., hlrn. 15- 16. 



bahwa organisasi internasional ini akan berarti berahkirnya politik kekuasaan 

dengan menyarnbut datangnya era baru yakni kerjasama interna~ional.~~ 

Dalam hubunganuya dengan HAM, benar kiranya bahwa secara 

umum pengaturan HAM internasional pertama kali ini tertuang dalam Piagam 

PBB dan terejawantahkan di dalam Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR) atau dalam bahasa kita lebih di kenal dengan Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia. Konsep awal lahirnya LDHR ini sangat panjang berawal 

dari konsep di masing-masing wilayah yang masih tercerai berai. Berawal 

dari Magna Charfa, Bill of rights, Deklarasi Kemerdekaan Amerika, 

DeMarasi Virginia (1776), Deklarasi Massachusetts (1780) sampai kepada 

Piagam PRB dan LJDHR telah mengalami berbagai proses panjang yang 

berliku termasuk juga proses politik di balik ketentuan tentang HAM terebut. 

Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebenaranya dalam penyusunan UDKR 

juga terdapat situasi-situasi politk yang melatarbelakangi lahirnya UDHR. 

Dalam melihat persoalan ini kita hams membacanya tidak hanya pada masa 

pasca UDHR itu dideklarasikan, namun juga kita perlu melacak lebih jauh ke 

belakang bagaimana situasi politik sebelun UDHR dibuat. Latar belakang ini 

tentunya berkaitan dengan polotik internasional yang melibatkan perdarnaian 

dan keamanan intemasional pada saat itu. 

Tercatat bahwa sejak tahun 1939, situasi dunia memperlihatkan bahwa 

telah berkobar suatu peperangan yang sangat dahsyat yang melibatkan 

sebagian besar masyarakat internasional yakni antara negara-negara Poros di 

-- 
87 New York Times, 19 Nopember 1933, hlm. 1. 



satu pihak dan Sekutu di pihak lain. Perang ini dikenal dengan Perang Dunia 

11. Perang Dunia I1 (PD 11) addah kon£lik militer global yang terjadi pada 1 

September 1939 sampai 2 September 1945 dengan melibatkan sebagian besar 

negara di dunia, termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi 

menjadi dua aliansi militer yang berlawanari: Sekutu dan Poros. Perang ini 

merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dunia dengan melibatkan lebih 

dari 100 juta personil. Perang ini bukan hanya melibatkan perang secara 

militer, nemun juga dalam keadaan "permg total," pihak yang terlibat 

mengerahkan seluruh aspek termasuk bidang ekonomi, industri, dan 

kemarnpuan iliniah untuk melayani usaha perang, menghapus perbedaan 

antara sipil dan sumber-sumber militer. Dalam perang ini mengakibatkan 

tcjuh puluh juta orang yang mayoritas warga sipil tewas. Hal ini menjadikan 

Perang Duilja I1 sebagai konflik paling meinatikan dalam sejarah m a n ~ s i a . ~ ~  

Peperangan awalnya ini dimulai pada saat Jerman rnei~ginvasi 

Polandia pada tanggal 1 September 1939, dan berakhir pada tanggal 14 

Agustus 1945 pada saat Jepang ~nenyerah kepada tentara Anlerika Serikat. 

Secara resmi PD TI berakhir ketika Jepang rnenandatangani dokumen 

Jc~anese  Instrunzent ofSzu-rendev di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 

September 1945, 6 tahun setelah perang dimulai. Dalam Perang Dunia I1 ini 

tercalat telah berkecamdc di tiga Senua tw; yaitu hfrikz, Asia dan ~ r o ~ a . ~ ~  

Inilah yang menjadikan alasm PD I1 menjadi perang terbesar sepanjang 

sejarah peradaban manusia. Terbesar karena luasnya wilayah pertikaian 

88 Perang Dunia 11. Iin~:i/id.wiki~edia.or~iwiki/Peran~ DunigJ1, akses tanggal 13 
Januari 20 1 1 .  
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antara kedua kubu yang melibatkan masing-masing pendukungnya dan 

terkomplit h e n a  tidak hanya militer yang lnenjadi satusatunya aspek perang, 

narnun juga aspek kekuatan lain juga dilibatkan terutarna aspek ekonomi dan 

industri. 

Beberapa saat setalah perang usai, diketahui bahwa penyebab awal 

perang itu berkobar adalah karena kebencian Hitler terhadap hak-hak asasi 

dan kebebasan-kebebasan rnanusia Di rnana pada saat itu Hitler membunuh 

para keturunan Yahudi di Jerman. Pembunuhan ini diidentifiasi sebagai 

pembunuhan masal yang bersifat sistematis dan darnpaknya meluas tidak 

hanya pada pada ranah nasional, namun juga ranah internasional. Sehingga 

dapat kita tahu bahwa peperangan pada masa itu diawali oleh adanya 

kebencian terhadap hak asaqi manusia. 

Setelah terjadinya berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan 

oleh Nazi Jerman (para pasukan Hitler) setelah Perang Dunia 11, terdapat 

sebuah konsensus umum dalarn komunitas dunia bahwa Piagam PBB tidak 

secara penuh. rnendefinisikan hak-hak yang disebutkan. Sebuah pernyataan 

umurn yang menjelaskan hak-hak individual diperlukan. John Peters 

Humphrey dipanggil oleh Sekretariat Jenderal PBB untuk bekerja dalam 

suatu proyek dan menjadi penyusus pernyataan umum tersebut. Humphrey 

juga dibantu oleh Eleanor Roosevelt dari Amerika Serikat, Jacques Maritain 

dari Perancis, Charles Malik dari Lebanon, and P. C. Chang dari Republik 

Cina, dan laimya. Proklamasi ini diratifikasi sewaktu Rapat Umum pada 

tanggal 10 Desember 1948 dengan hasil perhitungan suara 48 menyetujui, 0 



keberatan, dan 8 abstain (semuanya adalah blok negara Soviet, m a  

Selatan, dm Arab Saudi). Walaupun perm penting dimainkan oleh John 

Humphrey, warga negara Kanada, Pemeritah Kanada pada awalnya abstain 

dalam perhitungan suara tersebut, namun akhinya menyetujui pernyataan 

tersebut di Rapat ~ r n u m . ~  

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah sebuah 

pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum 

Persatuan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, 

Paris. Pernyataan ini terdiri atas 30 Pasal yang menggarisbawahi pada 

pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi mmusia 

(HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama 

Komisi HAM (Commission on Human Rights) yang menyusun deklarasi ini, 

mengatakan, "hi bukanlah sebuah perjanji an... (di masa depan) ini mungkin 

akan menjadi Magna Charta interna~ional."~' 

Banyak pihak yang kecewa terkait dengan kekuatan hukum yang 

dimiliki oleh UDHR ini. ~ a l a h  satunya karena UDHR yang pada awalnya 

didesak untuk menjadi bagian dari Piagam PBB, di mana Piagam PBB tidak 

memuat secara lengkap penjaminan hak-hak asasi manusia, telah gagal. 

Kekuatan hukum yang dihasilkan dari Resolusi Majelis Umurn pada saat itu 

hanya bersifat anjuran bukan kewajiban. Salah satu penyebab gagalnya materi 

LTDHR ini agar menjadi bagian yang integral dari Piagarn PBB adalah karena 

Dewan keamanan yang pada saat itu memegang peranan penting terhadap 

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, htL~://id.w~vediaor~/wiki! 
Pemvataan Umum tentang. Hak-Hak Asasi Ma&& akses tanggal 15 Januari 201 0. 
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perubahan Piagam PBB tidak setuju untuk memasukan UDHR ini ke dalam 

piagam PBB. Oleh karena itu, kita s e b g  hanya bisa berharap nilai-nilai 

yang terdapat dalam UDHR dilaksanakan secara konsisten oleh negara- 

negara anggota, agar suatu saat dapat menjadi hukum kebiasaan internasional 

(Customary International Law). 

Kekecewaan terhadap kekuatan hukum yang ada dalarn UDHR 

didasarkan pada ketakutan-ketakutan terulangnya kembali peristiwa yang 

telah memicu terjadinya Perang Dunia II, permbantaian yang dilakukan Hitler 

karena kebenciannya terhadap ras Yahudi. Narnpaknya ketakutan-ketakutan 

mulai terlihat benar adanya. Setelah lahirnya UDHR tidak serta-merta 

menghentikan pertikaian dan kekejaman yang berbau pelanggaran terhadap 

hak asasi manusia. Setelah lebih dari 60 tahun deklarasi ini dikumandangkan, 

nampaknya diskriminasi HAM masih terus saja te~jadi. Terutarna di negara- 

negara yang tidak meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang 

berkenaan dengan hak asasi manusia 

Walaupun pelanggaran HAM ini masih terus saja terjadi, akan tetapi 

tingkatannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pelanggaran HAM 

yang terjadi sebelum Deklarasi Universal dikurnandangkan. ini 

memperlihatkan bahwa negara-negara mulai sadar, walaupun memerlukan 

proses yang lama, akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi 

manusia. Tidak hanya itu di sebagian negara-negara modern kirli telah 

memasukkan muatan-muatan HAM ke dalam konstitusinya demi menjaga 

agar kekuasaan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh orang- 



orang tertentu untuk melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang 

lemah. 

Pengaruh Politik Internasional terhadap Hukurn HAM Internasional 

Berbicara menganai politik hukum dengan maksud adalah legal policy 

merupakan kebijakan hukum yang dibuat baik berupa resolusi ataupun 

perjanjian internaional lain yang berkenaan dengan pengaturan HAM secara 

intemasional. Oleh karena itu berbeda dengan politik hukum yang berada 

dalam tingkatan nasional dimana kebijakan bisa di buat oleh eksekutif 

maupun legislatif, dalarn tingkat internasional kebijakan ini &pat dibuat oleh 

badan-badan PBB yang sifatnya resolusi ataupun Negara-negara pihak yang 

sifatnya berupa perjanjian internasional. 

Pada dasarnya cakupan studi politik hukum paling tidak terdiri dari 

tiga hal: pertama adalah kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan 

dalam rangka pencapaian tujuan; kedua, latar belakang politik, ekonomi, 

sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; ketiga, penegakkan hukurn di 

lapangan.92 Hanya saja dalam ha1 ini kebijakan hukum yang dimaksud adalah 

perjanjian internasional yang akan diberlakukan kepada para pihak sebagai 

sebuah produk hukum yang mengikat. Kemudian latar belakang politik yang 

dimaksud adalah latar belakang politik internasional terhadap te rjadinya suatu 

hukum. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana penegakan hukum di 

lapangan adalah bagaimana implementasi keterikatan negara dalarn hukurn 

92 Moh. Mahfud MD, Politik Hukurn dz Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2009), hlm. 3-4. 



intemasional terhadap masyarakatnya berkenaan dengan perjanjian 

intemasional tentang hak asasi manusia yang telah diatifikasinya. 

Kaitannya dengan pernyataan 'pengaruh politik internasional terhadap 

hukum HAM intmasional', kita tidak bisa sarta-merta mengatakan bahwa 

politik internasional berpengaruh atau determinm terhadap hukum W 

internasional. Seperti yang dikatakan oleh M a b d  MD bahwa kerelatifan 

suatu ilmu sosial karena kebenaran yang didapatnya tidak bersifat mutlak atau 

absolut. Kebenaran ini tergantung dari asumsi yang dipakai dalam 

memandang suatu persoalan. Apabila berangkat dari asumsi bahwa 'hukum 

HAM Internasional merupakan produk politik internasional', maka benar 

kiranya bahwa politik internasional deterrninan terhadap hukum HAM 

internasional, begitu juga sebaliknya. Kegiatan atau proses politik ini 

didasarkan pada pandangan bahwa hukum HAM intemasional yang dimaksud 

merupakan ltukum HAM yang pembuatannya melibatkan negara sebagai 

lmvrnahmya. Seperti di dalam UDHR dimana keputusan resolusinya 

dikeluarkan oleh Majelis Umurn PBB yang beranggotakan negara-negara, dan 
. . .. 

juga di dalam kovenan-kovenan internasional tentang HAM yang para 

pihaknya merupakan negara-negara yang telah meratifikasinya. Seperti 

Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak Ekonomi 

Sosial dan Budaya di mana keterikatannya sebatas pada negara yang rnenjadi 

pihak. Hal yang juga tidak bisa dilupakan adalah negara dalam ha1 ini 

diposisikan sebagai sekumpulan organisasi yang dalarn menentukan 

pemirnpimya rnelalui proses politik. 



Pertarna-tama penulis ingin membagi informasi mengenai bagahma 

sebenarnya nuansa politik yang terjadi pada saat pengambilan keputusan 

untuk disahkannya UDHR dalarn forum Majelis Umum PBB. Kita ketahui 

bahwa dalam pengambilan keputusan agar Deklarasi HAM Universal 

dikeluarkan dalam bentuk resolusi, negara-negara Uni Soviet dan negara 

Arab abstain dalam pemberian s u m  deklarasi tersebut dalam Majelis Umum 

PBB. Hal ini @at dilihat dari segi fdsafahnya. Dari segi fdsafah politk hak- 

hak asasi manusia terdapat perbedaan teoritis menganai konsep hak asasi 

manusia. Hak asasi manusia pada awalnya timbul dalam tiga orieniasi 

filosofis yaitu konse~-vatisme, liberalisme dan kom~nalisme.~~ 

Filsafat HAM konservatisme ini dianggap sebagai filsafat HAM yang 

mendominasi praktik negara-negara pada saat itu, namun jarang dilcemukakan 

oleh negara-negara penganutnya.94 Pada intinya filsafat HAM konservatisme 

ini menyatakan bahwa hak asasi manusia bisa berarti ketidaksamaan hak- 

hak95 dan ini ada dalam praktik di negara-negara yang menganut paham 

konservatisme. Paharn ini jarang dimunculkan karena ada penekanan retorik 

pada kesamaan konsep pada akhir abad 20. Pada Pasal 55 Piagam PBB 

menyebutkan bahwa hakasasi manusia dengan pernyataan tanpa membeda- 

bedakan. Di sisi lain, di dalam UDHR menyebutkan hak asasi menusia 

sebagai hak-hak yang sama dan tidak dapat diganggu gugat oleh ~ i a p a p u n . ~ ~  

93 Davis P .  Forsythe, lfak-Hak Asasi Manusia dan Politk Dunia, (Bandung: Penerbit 
Angkasa, 1993), hlm. 206. 

94 Ibid. 
'' Ibid. 
% Ibid. 



Filsafat HAM kedua adalah liberalisme. Filsafat ini menitikberatkan 

pada persamaan harkat dan otonorni individu. Negara yang menganut faham 

ini adalah Arne* serikat. Filsafat HAM ketiga adalah filsafat HAM 

komunalisme. Filsafat ini menitikberatkan pada hak-hak kelompok atau 

bangsa. Perbedaan antam libaalisme dan komunalisme adalah bahwa 

liberalisme lebih menekankan pada hak-hak individu, di sisi lain 

komunalisme menekankan pada hak bersama karena individu senantiasa 

didapati di dalam kelompok clan kesejahteraan individu dapat terjalin di 

dalam kesejahteraan ke10m~ok.~~ 

Ketiga macam filsafat politik HAM ini dapat di jelaskan di d a b  

tabel berikut ini: 

Tabel I: Pengelompokan gagasan utama tentang hak asasi manusia9* 

Tekanan r Marxis Nasional Egaliter Klasik Klasik Fasisrne 

Nama 

Hak akan 
persamaan 
materiil 
terutama 
bagi kelas 
peketja 

Komunalisme Liberalisme 

Hak 
kelompo k 
warga negara 
akan 
kesejahteraan 
yang di 
dasarkan atas 
persamaan 
nikmat 
materiil 

Konservatisme 

Hak akan 
persamaan 
nlateriil 
dan 
kebebasan 
politik 
bagi 
ifldividu 

Hak akan 
persamaan 
kebebasan 
politik 
bagi 
individu 

Ketidak- 
samaan 
hak-hak 

Hak-hak 
i pads 
, pihak 
Yaw 
paling 
kuat saja 

(Sumber Davis P. Forsythe, Hak-Hak Asasi Manusia dan Politk Dunia) 

-ni 1 soviet 

97 Ibid., hlm. 207. 
98 Ihid., hlm. 210. 

Aljazair Swedia Amerika 
Serikat 

I 

Brazilia Paraguay 



Ketiga filsafat politik HAM tersebut di atas dapat memberikan 

gambaran betapa kuatnya unsur-unsur politik, dari masing-masing penganut 

paham HAM pada saat itu, di balik pengaturan HAM intemasional baik yang 

terdapat di dalam Piagam PBB itu sendiri maupun yang terdapat di dalam 

UDHK Perbedaan paham ini secara langsung berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan mereka pada Majelis Umum PBB dalam 

mengeluarkan resolusinya yang berkenaan dengan UDHR. 

Gambaran di atas memberikan pemahaman bahwa pada era sekarang 

ini proses pembuatan hukurn tidak bisa terlepas dari unsur politik. Tidak 

hanya di ranah nasaional akan tetapi juga berlaku di dalam m a h  

intemasional. Hal ini didasarkan pada pernyataan   en kin^^ yang 

menjelaskannya bahwa hukum internasional sebagai sebuah produk politik. 

Pertarnu, hukum adalah politik, politik adalah hukurn. Hukurn adalah 

nonnatif dan politik membawa fieedonz of choice, diplomasi, dll. Kedua, 

secara jelas hukum mempakan ekspresi normatif dari sistem politik. Hukum 

intemasional dapat dianalogikan sebagai produk sekelompok "masyarakat" 

(internasional). Dalam pembuatan hukurn internasional, sekelompok 

masyarakat ini kernudian berada dalam satu forum untuk merundingkan 

sesuatu atau membuat perjanjian intemasional yang tujuannya agar dipatuhi 

oleh negara pihak yang melakukan permdingan tersebut. Masing-masing 

unsu dalam masyarakat ini diwakili oleh pemerintah (kepala negara atau 

- - 
99 Louis Henkin, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter and Hans Smith, op cit., hlm. 

1-2. 



kepala pemerintahan) yang berkmsa pada saat itu. Sedangkan kepala negara 

atau kepala pemerintahan ini dipilih dengan proses dan prosedur politik. 

Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai politik hukum 

sebagai legal policy, baik dalam ranah nasional maupun dalam ranah 

intemasional, kita tidak dapat mengabaikan bagaimana konfigurasi politik 

pada saat itu dan karakter produk hukurn yang dihasilkan dari konfigurasi 

politik t e r seb~ t . ' ~~  Hanya saja di sini konfigurasi yang dimaksud adalah 

politik internasional yang rnenghasilkan produk hukum yang bersifat 

intemasional (perjanjian intemasional) karena unsur atau pihak pembentuk 

hukurnnya adalah semua negara pihak yang diwakili oleh masing-masing 

Dalam pembentukan hukum hak asasi manusia yang berlaku bagi 

semua negara di dunia juga tidak jauh berbeda. Pembentukan hukum HAM 

Intemasional diawali oleh pergolakan politik intemasional yang pada saat itu 

menginginkan pengaturan HAM yang diatur agar mengikat seluruh bangsa 

dan negara di dunia, di mana pengaturan tentang HAM ini secara 

internasional sebenarnya sudah dirnulai di dalam Pakta Liga Bangsa-Bangsa 

yang sekarang berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa.''' Sebagian 

besar hasil perencanaan inengenai Piagam PBB adalah tekanan mengenai 

loo Moh. Mahfi~d MD., Membanpn Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: 
Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 65. 

'O' Liga Bangsa-Bangsa lahir sebagai akibat dari Perang Dunia I yalcni antara Blok Barat 
dan Blok Timur. Liga Bangsa-Bangsa ini dinilai gaga1 dalam menjalankan peranannya untuk 
menjaga perdarnaian dunia setelah pecahnya Perang Dunia II antara blok Poros dan Sekutu. 
Kegagalan ini dinilai fatal dan perlu reformasi terhadap Pakta LBB sehingga kemudian pada tahun 
1945 lahirlah PBB dengan piagam yang baru. Dalam Pakta LBB sebenarnya sudah memuat 
persoalan tentang hak asasi manusia yang kemudian dimuat kembali di dalam Piagam PBB. 



pentingnya ketentuan-ketentuan mengenai makna keadilan dan hak-hak asasi 

manusia sebagai dasar untuk tatanan internasional yang stabil dari Organisasi 

PBB, seperti Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan ~ o s i a l . ' ~ ~  

Ketentuau-ketentuan internasional fentang HAM ini pada awalnya 

merupakan sebuah tekanan-tekanan politik antar negara. Secara historis, 

tekanan politik ini menymgkut pernasalahan bagaimana cara negara 

memperlakukan warga negaranya di dalam wilayah teritorial mereka 

merupakan urusan dalam negeri negara tersebut. Hal ini tertuang secara 

implisit dalam konteks kedaulatan wilayah suatu negara untuk bertindak 

secara bebas kecuali ha1 tersebut dilarang dalam hukum interna~ional.'~' 

Narnun berbeda halnya dengan bagaimana suatu negara memperlakukan 

warga negara asing di dalam wilayah yurisdiksinya 

Perhatian hukum internasional dalam ha1 perlindungan hukum 

individu pada saal itu terfokus kepada bagaimana perlakuan yang harus 

diberikan negara kepada warga negara lain yang berada dalarn wilayah 

kekuasaan h u k ~ r n n ~ a . ' ~ ~  Pada saat itu perlakuan terhadap orang asing ini 

sifatnya sangat sensitif, apalagi berkenaan dengan hak asasi manusia. Oleh 

karena itu pernlasalahan ini seringkali dirnasukkan ke dalam ranah 

pengecualian yurisdiksi negara, yakni bagaimana negara memperlakukan 

warga negara asing. Pengecualian ini lebih dipandang sebagai pernasalahan 

'OZ Ian Brownlie, Dokunten-Dokurnen Pokok mengmzai Hak Asusi Manusia, (Jakarta: UI 
Press, 1993), hlm. 1. 

103 Henkin, The Origins of Contemporary International Human Rights Law, dalam Louis 
Henkin, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter, Hans Srnit, op cit., hlm. 596-597. 

'" Peter Baehr, P. van Dijk, Arluar~ Buyung Nasutinn, Leo Zwaak, op cif., hlm. 14. 



poiltik daripada persoalan kemanusiaan. Kemudian untuk menentukan apakah 

suatu negara memperlakukan tindakan yang tidak adil terhadap warga negara 

asing hams ada standar-standamya, clan hukum internasional Has& yang 

pada awalnya muncul di Barat mengawalinya dengan mengembangkan ide- 

ide tentang standar intemasional tentang keadilan tersebut. Standar tersebut 

pada awalnya dikembangkan oleh B m t  untuk warga negaranya yang berada 

diluar wilayah teritori mereka, m u n  standar tersebut bukanlah merupakan 

standar intemasional.lo5 

Kemudian dalam ha1 standar perkembangan hak asasi manmia kita 

tidak dapat melupakan jasa yang dilakukan oleh KO (International Labom 

Organization). ILO sejak Perang Dunia I berakhir sudah mengajukan standar- 

standar-standar dasar bagi buruh d a .  kesejahteraan sosial. Kemudian setelah 

60 tahun kita telah mempunyai berbagai macarn konvensi-koxlvensi 

internasional yang dimotori oleh ILO. Kemudian setelah itu ketentuan 

mengenai internasionalisasi terhadap hak-hak asasi manusia memhooming 

setelah kemunculan Hitler dan Perang Dunia II dimana Hitler telah 

melakukan kejahatan kemanusiaan yang kemudian diatur dalam Nuremberg 

Charter. '06 

Dalarn kasus ini terlihat jelas bahwasanya keadaan politik 

intemasional saat itu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dengan 

timbulnya berbagai kekejaman terhadap hak asasi manmia & berbagai 

105 Henkin, The Origins of Contemporary International Human Rights Law, in Louis 
Henkin, RichardmCrawford Pugh, Oscar Schachter, Hans Smit, op cit., hlm. 596-597. 

lob [hid., hlm. 597. 



negara. Puncak dari kekejaman ini adalah terlihat banyaknya korban Perang 

Dunia I1 yang kebanyakan adalah masyarakat sipil. Bahkan setelah Perang 

Dunia 11 selesai dan lahirnya PBB hal ini masih saja berlanjut dengan 

berbagai alasan, baik ras, suku, agarna dan sebagainya. 

Sebagai contohnya addah dalarn proses penyusunan Deklarasi 

Univeml HAM yang pada saat itu dilatarbelakangi oleh kesewenangan yang 

dilakukan oleh Adolf Hitler yang melakukan tindakan fasis dan diskriminatif 

pada tahun 1938-1945. Pelanggaran tersebut mendorong negara sekutu untuk 

mempe juangkan kembali HAM sebagai sarana untuk menurnpas kegiatan 

fasisme tersebut. setelah Perang Dunia TI usai dm setelah para penjahat 

perang pada pengadilan Nutemberg, PBB membentuk CTDHR pada tahun 

1948 yang menjadi suatu konsep politik internasional. Sebagai negara 

pemenang perang pada PD II, AS mempelopori agar nilai-nilai HAM (yang 

sebelumnya juga terdapat pada pakta LBB) masuk ke dalam Piagam PBB 

sebagai dasar pernbentukan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB."~ 

Proses pembentukan UDHR dimulai pada konferensi San Fransisco 

pada tahun 1945 dirnana terbentuk rancangan J U M  yang untuk dimasukkan 

ke dalam Piagam PBB, namun ha1 ini gagal. Dari berbagai desakan akhirnya 

Dewan Ekonomi dan Sosial mendirikan komisi yang rnernbuat draf lIAM 

internasional. Atas dasar itu berdasarkan Pasal68 Piagam PBB diputuskanlah 

pembuatan rancangan konstitusi kemanusiaan yang ditugaskan kepada 

- 

107 Zef£iy A, 1Multikul1ur dan Multiperspektif dalam HAM Internasional, dalam Wacana: 
Jurnal I h u  Pengetahuan Budaya oleh Fakulta Sastta Universitas Indonesia (Jakarta: Wacana Vol 
8 No. 2, Oktober 2006), hlm. 190. 



Komisi HAM yang pada saat itu diketuai oleh Elanor Roosevelt dan dibantu 

oleh profesof hukum dari Kanada, John Humprey. Mereka bekerja selama 2 

tahun untuk mencanangkan International Bill of Righ. .  Komisi tersebut 

mencanangkan kegiatan dengan mendesak untuk memasukkannya ke dalam 

Piagam PBB yakni dengan mendesak semua negara untuk menyetujuinya 

sebagai suatu resolusi PBB dalam Sidang Umum PBB, namun sayangnya 

kembali gagal. Setelah proses itu dilalui, dokumen tersebut dalarn 

pelaksanaannya hanya berupa deklarasi tanpa kekuatan hukurn. Adanya 

perdebatan inengenai kekuatan hukumnya, menyebabkan deklarasi tersebut 

dikembalikan dan akhirnya dibuat oleh Majelis Umunl PBB yang tidak 

mengikat secara hukum sampai menjadi DUHAPI4 pada tanggal 10 Desember 

1948 di Paris. DUHAM ini disetujui dan diumumkan PBB melalui Resolusi 

271 A (111) yang dianggap sebagai ideologi universal pertarna sedunia. Pada 

saat itu DUHAM ditandatangani oleh 48 negara, kecuali 8 negara abstain 

dengan berbagai alasan. Negara tersebut yakni: Uni Soviet, PoIandia, 

Chekoslovakia, Yugoslavia, Rumania, Hungaria, Afiika Selatan, dan Arab 

Saudi. '08 

Akibat ketidakjelasan kekuatan hukum yang dimiliki DCTHAM,'~~ 

pada kenyataannya DUHAM kembali tidak berdaya ketika tejadi Perang 

Korea (195 I), berdirinya Tembok Berlin (196 1 ), Perang Vietnam (1 960- 

lo* Ibid, hlm. 190-191. 
'09 Terdapat perdebatan terhadap kekuatan hukum UDHR. Salah satu pendapat yang 

dikemukakan oleh Arnerika Serikat yang mewakili Majelis Umum PBByang menyatakan bahwa 
UDHR adalah "It is not a treafy, it is not an infernational ugreemenf. It is not und does not 
purport to be a statement o f  law or of legal obligation ". Lihat Lauterpacht, International Law and 
Human Rights, 1950. hlm. 408-417. Lihat juga Louis Henkin, Richard Crawford Pugh, Oscar 
Schachter and Hans Smith, op tit., hlrn. 606. 



1975), dan intervensi AS terhadap beberapa negara di Amerika Latin dan 

Timur Tengah (2000)."~ Proses transisi ini dinilai mernakan waktu yang 

tidak pendek. Perlu pengadaptasian dari masing-masing negara untuk 

memasukkan nilai-nilai HAM ini ke dalarn konstitusinya. Narnun meskipun 

begitu, kini dunia sudah memperlihatkan hal-ha1 yang positif. Sebagian besar 

negara-negara di dunia sudah memasukkan nilai-nilai HAM ini ke dalam 

konstitusi mereka te-a di negara-negara modern."' 

D. Pengaturan Hak Asasi Manusia Internasional 

1. Hak Asasi Manusia Internasional Setelah Berdirinya PBB 

Pengatman terhadap perlindungan HAM setelah Perang Dunia I1 

terbagi ke dalarn beberapa macarn baik yang bersifat inti, urnum, 

berkenaan dengan pertikaian bersenjata maupun yang berkaitan dengan 

HAM regional. Pengaturan HAM ini biasanya berbentuk persetujuan. 

Persetujuan inti ini terdiri dari Piagarn PBB, Deklarasi 1948, Kovenan 

Politik dan Kovenan Ekonomi. Sedangkan yang bersifat umum yakni 

Kovenan tentang Diskriminasi Rasial, Genosida, Hak-hak Wanita 1952, 

'I0 Z e f f j  A, Muitikui~zcr dtm Mulr&erspekrifJaJatn HAM Internasional, op crt , hlm. 19 1 .  
I I I  Sebagian besar pakar konstitusi menyebutkannya pada prinsipnya terdapat dua isi 

terpenting dari konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan atas hak asasi 
manusia (rhe human rights). K.C. Wheare. C.F. Strong, J.G Steenbeek, James Bryce, dan juga 
Henc Marseeven serta beberapa pakar konstitusi yang lain memiliki pandangan serupa bahwa 
konstitusi merupakan ketentuan yang memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi 
lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia. Menurut Ernest Barker, 
sejarah konstitusi pada dasamya adalah sejarah perjuangan rnanusia untuk mendapatkan jaminan 
dan perliidungan akan hak-hak dasamya (basic rights). Hal ini membuat hak-hak konstitusional 
atau hak-hak dasar yang kemudian diadopsi dalam konstih~si, bukan sekedar berhubungan dengan 
konstitusi, melainkan merupakan bagian dari konstitusi itu sendii. Oleh sebab itu, konstitusi di 
negara modem pasti mencantumkan pengaturan, lebih tepatnya perlindungan tentang hak-hak 
dasar. Lihat Mahfud MD, Peran Mahkamah Konstitusi dafarn Mengawal Hak Konstitusional 
Warga Negara, h~://www.mahfudmd.com/index.~h~?pag.e--~eb.MakalahVi~it&id=2 1, akses 
tangal L7 Januari 20 11. 



Asosiasi ILO, Pengungsi, Pendidikan UNESCO, Perbudakan. Dalam hal 

pertikaian besenjata adalah Konvensi-Konvensi 1 949, Protokol 1 tahm 

1977 dan Protokol2 tahun 1977.'12 

Hukum HAM internasional termasuk sejumlah perjanjian- 

perjanjian internasional diakui sebagai satu kesatuan di dalam prinsip 

hukum kebiasaan internasional. Walaupun masih dalam perdebatan, 

berlakunya UDHR bagi sebagian negara di dunia telah didasarkan pada 

hukurn kebiasaan yakni telah memenuhi dua syarat yaitu keajegan dalam 

kurun waktu yang lama dan adanya opinion ne~esitatis."~ Terdapat tiga 

instnunen pokok dalam hukum HAM internasional yang kita kenal 

sekarang ini yakni Universal Declaration of Human Rights, the 

lnternasional Covenant on Civil and Cultural Rights (dan protokol 

pilihannya) the International Covenant on Economic Social and Cultural 

Rights yang kesemuanya diakui sebagai "International Bill of ~ights"."" 

Dalam ha1 ini Henkin tidak menyatakan secara langsung berkenaan 

dengan UDHR ini termasuk ke dalam hukurn kebiasaan internasional, 

hanya saja ia mengisyaratkan beberapa ketentuan pokok dalam hukum 

HAM inte~~lasional adalah termasuk dalam hukum kebiasaan. 

'" David P. Forsythe, op cit.,, him. 63. 
113 Customaiy law is not written and hay no 'authoritative' text which hm an inherent 

'thereness' and whose meaning needs only to be extractedfionz it. However, extracting meaning 
,fiorn texts is a dificrrlt problem in its own right, as the disputes on legal interpretdioiz show . In 
contrast, the ascertainment of customary Iaw involves a re-creation of its genesis. Scholars need to 
show haw  he requtiile state practice and opinio iuris have accurnuluted and t h u ~  this process has 
been consistent with the meta-law on custom-creation. Lihak Jorg Kammerhofer, Uncertainty in 
International Lao, (New York: Routledge, 201 I), hlm.60. 

"kouis  Henkin, Richard Crawford P., Oscat Schachter, Hans Smit, op czt., him. 599. 



Pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam ranah internasional 

secara t e m  pertamakali terdapat dalam Piagam Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Piagarn PBB merupakan induk dari segala aturan yang 

rnengikat bagi penjaminan hak asasi manusia Di mana ketentuan dalam 

dalam piagam ini secara umum menetapkan keyakinan sebagai hak asasi 

manusia yang sifatnya sangat fundamental bagi harkat dan martabat umat 

manusia. Begitu pula dalam persamaan hak antar laki-laki dan 

perempuan dan mempromosikan kemajuan sosial dan standar hidup yang 

lebih baik dalam kebebasan yang labih dijamin.'l5 

Peraturan yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 

ini secara otomatis mengikat pada semua negara anggota PBB dan tidak 

menutup kemungkinan dalam pennasalahan yang sifatnya hdamental 

juga mengikat terhadap negara-negara yang bukan anggota PBB. 

Ungkapan penjaminan hak asasi manusai dalarn Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa ini secara umurn mengacu dalam 

mukadimahnya'16 "untuk memperteguh kepercayaan terhadap hak asasi 

manuisia, terhadap martabat dan harga diri manusia, terhadap persamaan 

hak bagi laki-laki dm perempuan dm bagi segala bangsa yang besar dan 

kecil." Kemudian dalarn Pasd I tentang Tujuan dm Prinsip-prinsip 

'I5 James Avery Joyce, Human Rights: International Documents, Volume I ,  (Alphen.Aan 
Den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1978), pg. 7. 

116 Preamble Charter of United Naiions, We the Peoples o f  the United Nations 
Derermined "to re@rm faith in.fundamenta1 human rights, in the dignity and worth of the human 
person, in [he equal rights of men and women and of nations large and small" 



PBB117 mengatakan tujuan didirikannya organisasi salah satunya adalah 

untuk memajukan dan mendorong penghomatan terhadap hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa adanya diskriminasi ras, 

jenis kelamin, bahasa dan agama. Selain itu juga dalam Pasal 8, 13, 55, 

62, 76 Piagam PBB secara tegas mengatur tentang penjaminan hak asasi 

manusia dari segala ranah. Dalarn bidang ekonorni dan sosial tertuang 

dalam pasal 68 yang memberikan kewenangan kepada Dewan Ekonomi 

dan Sosial untk membentuk komisi-komisi di bidang ekonomi dan sosial 

demi pemaj uan hak asasi manusia.l's 

PBB secara struktural mempunyai Pusat Hak Asasi Manusia yang 

terletak di kantor PBB di Jenewa yang merupakan Unit Kesekretariatan 

PBB yang sangat memperhatikan masalah-rnasalah HAM. Kantor ini 

diketuai oleh Wakil sekretaris Jendral untuk Hak Asasi Manusia yang 

Direktur jendral Kantor PBB di Jenewa. Se1a.k itu juga, Pusat HAM juga 

mempunyai kantor di Markas Besar PBB New york.'19 

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa Pasal 62 Piagam 

PBB memberikan kesempatan pada Dewan Ekonomi dan Sosial dapat 

rnembuat rekomendasi untuk kernajuan HAM. Hal ini tidak disia-siakan 

oleh dewan dan untuk membantu Dewan menangani masalah HAM, 

'I7 Chapter I Charter of United Nations, Purposes and Principles, Article I The Purposes 
of the United Nations are: To achieve international co-operation in solving international problems 
of an economic, social, a~ltural, or h~rmanitarian character, arid in promoting and encouraging 
respect for human rights and for fundamentalfieedoms for all without distinction as to race, sex, 
language, or religion. 

118 UN Centre For Human Rights , Lembar Faku HAM, (Jakarta: Kerjasama Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dengan the British Council), Edisi Pertarna, hlm. 2. 

' I 9  lbid, hlm. 8. 



Dewan membentuk Komosi Hak Asasi Manusia dan Komisi untuk Status 

Perernpuan. Komisi ini dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 

tahun 1946 yang - tugasnya melakukan pengkajian, mempersiapkan 

rekomendasi dan rancangan instrumen internasional yang menyangkut 

tentang HAM. Dalam beberapa tahun terakhi ini komisi HAM telah 

memberikan kemajuan yang sangat signifikan berkaitan dengan 

pengaturan HAM internasional. Selain itu juga Komisi HAM telah 

membentuk organ-organ untuk menyelidiki masalah HAM di berbagai 

negara dan wilayah. Saat ini organ-organ komisi HAM ini terdiri dari: 

Kelompok Kerja Ad Hoc Para Ahli untuk Afiika Bagian selatan, 

Kelompok Kerja mtuk Pemeriksaan Situasi yang Menunjukkan pola 

yang konsisten terhadap Pelanggaran HAM berat, Kelompok Kerja 

Penghilangan Orang secara Paksa, d11.'~' 

2. Muatan Hak Asasi Manusia setelah lahirnya DeMarasi Universal 
HAM 

Dalam konsep 'hak asasi manusia' tidak dipungkiri memang 

terkandung unsur politik, hukum dan moral. Hal ini benar adanya. 

Sebagai sebuah program yang revolusioner hak asasi manusia sudah 

dipertarungkan melawan struktur politik, sosial dan hukum greja untuk 

rnembawa perubahan yang hndamental dalam tatanan sosial yang sudah 

ada dan berlangsung sangat lama untuk dibawa ke arah semangat 



kebebasan, persamaan dan pcma~daraan.'~' Meskipun pada dasarnya 

sosialisasi hak asasi manusia sebenarnya juga sudah didahului oleh 

sejarah-sejarah berabad-abad yang lalu melalui perurnusan hak-hak yang 

telah dialarni oleh Inggris, Arnerika Serikat dan Perancis. 

Setelah deklarasi universal ini dikumandangkan terdapat berbagai 

pandangan bagaimana untuk mengamankan prinsip-prinsip yang terdapat 

dalam deklarasi universal tersebut agar dapat ditaati oleh negara-negara 

di dunia. Beberapa pendapat mengemukakan bahwa untuk menerapkan 

hukum internasional tentang HAM ini bukanlah hal yang mudah. Oleh 

karena itu beberapa pandangan menginginkan deklarasi tersebut untuk 

dikonversikan ke dalam bentuk kovenan hukurn HAM internasional yang 

secara jelas dapat mengikatkan para negara pihak anggota kovenan 

t e r s e b ~ t . ' ~ ~  

Perdebatan mengenai kekuatan hukum yang ada di dalam UDHR 

merupakan keprihatinan tersendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu 

kekurangan dari UDHR. Hal ini menggugah negara-negara untuk segera . . 

membuat instrumen HAM yang sifatnya mengikat negara untuk terus 

menghormati hak-hak asasi manusia dalam ranah aplikasinya. Akhirnya 

setelah UDHR disahkan, desakan untuk membuat kovenan internasional 

yang mengikat membuahkan hail yang cukup baik. Kovenan Hak Sipil 

dan Politik serta Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya lahir sebagai 

121 Rudiger Wolfrum, United Nutiom: Lav, Policies und Practice, Volume I ,  (Munich: 
martinus Nijhoff Publishers, 1995), pg. 603. 

122 Henkin. The Orogins o f  Contemporav international Human Rights Law, in Louis 
Henkin, RichardmCrawford Pugh, Oscar Schachter, Hans Srnit, op cit., hlm. 608. 



pengejawantahan dari UDHR itu sendii. Bahkan banyak kalangan yang 

mengatakan bahwa the most important instrument of human rights dalam 

sistem PBB addah the International Covenant on Economic, Sosial and 

Cultural Rights dan the International Covenant on Civil and Political 

Berkenaan dengan muatan yang terdapat dalam UDHR 

sebenarnya nilai-nilainya sangat kompleks. Ada 30 Pasal yang memuat 

ketentuan hak asasi manusia yang berbeda, yakni sebagai berikut: 

Tentang martabat manusia 
Larangan diskriminasi 
Hak untuk hidup, kemerdekaan dan keselamatan pribadi 
Larangan perbudakan 
Larangan penyiksaan 
Hak atas pengakuan di muka h u h  sebagai pribadi 
Persamaan di muka hukum 
Hak atas pemulihan efektif sebagai korban kejahatan HAM 
Hak atas kemerdekaan pribadi 
Hak atas persamaan dan peradilan yang adil, terbuka, bebas 
dan tidak memihak 
Hak atas praduga tak bersalah dan larangan pidana 
retroaktif 
Hak atas kebebasan pribadi 
Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam 
Hak untuk mencari suaka 
Hak atas kewarganegaraan 
Hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk 
keluarga 
Hak atas harta milik pribadi 
Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan memeluk 

aga='a 
Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat 
Hak untuk berkurnpul dan berserikat 

'" Rudiger Wolfnrm, United Nations: Law, Policies and Practice, Volume I ,  (Munich: 
martinus Nijhoff Publishers, 1995), pg. 592. 



Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan 
Hak atas jaminan sosial 
Hak atas pekerjaan, syarat-syarat perburuhan dan hak untuk 
mendirikan serikat buruh 
Hak atas istriahat dan liburan 
Hak atas standar hidup yang layak 
Hak atas pendidikan 
Hak untuk berperan serta secara bebas dalam kehidupan 
kebudayaan masyarakat 
Hak atas tatanan sosial dan intemasional yang adil 
Tanggung jawab individu, larangan dan pembatasan 
Pelanggaran hak-hak dan kebebasan fundamental manusia 

Dari kesemua hak-hak ini ternyata terdapat beberapa hak yang 

tidak disebutkan dalam Deklarasi universal seperti hak menentukan nasib 

sendiri, hak atas kekayaan sumber daya alam, hak atas pembangunan, 

hak atas suatu lingkuigan yang memuaskan, dan hak status hukum serta 

hak-hak penduduk asli dan masyarakat adat.'24 

Meskipun secara umum deklarasi universal tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, namun dikarenakan kondisi perpolitikan 

internaqional sedang berpihak pada penghormatan dan penjaminan HAM 

ini banyak perjanjian internasional tentang HAM bermunculan setelah 

deldarasi ini dikumandangkan. ha1 ini merupakan sebagai bentuk respon 

terhadap hadirnya UDHR yang tidak mengikat. Adapun beberapa 

ketentuan hukurn internasional ini ada yang berbentuk kovenan, deklarasi 

dan ada pula yang berbentuk konvensi. 

Di bawah ini adalah beberapa ketentuan hukum internasional 

yang muncul setelah LTDHR dikurnandangkan pada 1948, yaitu: 

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zeuh up ci!., hlrn. 125-129. 



a) Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1952) 
b) Deklarasi mengenai Pemberian Keemerdekaan untuk Negara 

dan Bangsa Jajahan (1960) 
c) Konvensi Menentang Diskriminasi di Bidang Pendidikan 

(1 960) 
d) Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII), 14 Desember 1962 

tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam 
e) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk 

Diskriminasi Rasial(1965) 
f) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 

Penghulcuman yang merendahkan martabat, tidak Manusiawi 
dan Kekej arnan Lainnya (1 965) 

g) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 
(1 966) 

h) Kovenan Intemasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 
budaya (1 966) 

i) Protokol Opsional Kovenan Intemasional tentang Hak-hk 
Sipil dan Politik 

j) Protokol Kedua Kovenan Intemasional tentang Hak-hak Sipil 
dan Politik 

k) Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan (1979) 

1) Konvensi Mengenai Hak-hak Anak (1989) 
m) Konvensi Intemasional menentang Rekrutmen, Pengunaan, 

Pembiayaan dan Pelatiah Tentara Bayaran (1 989) 
n) Konvensi Penduduk Asli Masyarakat Adat 1989 (No. 169) 
o) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua 

Buruh Migaran dan Anggota Keluarganya (1 990) 
p) Deklarasi mengenai Hak Penduduk yang terrnasuk Kelompok 

Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agarna dan 
Bahasa (1 992) 

q) Deklarasi mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap 
Perempuan (1 993) 

Berbagai macarn konvensi dan deklarasi di atas merupakan 

pelengkap hak-hak yang telah tertuang di dalam Deklarasi HAM 

Universal. 



BAB rn 
POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 

A. Periodesasi Hukum Hak Asasi Manusia 

Sungguh menarik ketika kita melihat sejarah perkembangan hak 

asasi manusia. Sejarah perkembangan ini secara umum dapat dibagikan ke 

dalam einpat periode, yaitu periode hukum adat, periode hukum perundang- 

undangan, periode konstitusi dan yang terakhi adalah periode hukum 

interna~ional.'~~ Keempat periode ini menempatkan hak asasi manusia sesuai 

dengan hak asasi manusia pada masing-masing zamannya Pembagian 

periode ini sangat penting dalam membantu untuk mengklasifikasikan model 

mana yang dianut pada masa sekarang ini khususnya di Indonesia. 

Periodesasi yang pertama adalah periode hukum adat. Pada fase ini 

dipahmi bahwa tradisi merupakan sumber satu-satunya hukurn. Begitu juga 

hukurn hak asasi manusia yang diakui hanya terbatas seperti hak untuk hidup, 

hak kepemilikan terbatas, hak - berusaha yang terbatas, hak melakukan 

tuntutan di depan kepala suku atau salah satu penguasa. Namun semua bentuk 

hak asasi manusia ini masih dalam bentuk sederhana. Banyak yang 

mengatakan hak asasi manusia dalam ruang lingkup hukum adat ini tidak 

dikenal adanya kebebasan individu dan kebebasan lainnya dm tidak ada 

kepastian. '26 

125 Subhi Mahmassani, op cit., hlm. 141. 
Ibid, hlm. 3.  



Periode kedua adalah periode hukum perundang-undangan. Periode 

ini terjadi setelah periode hukurn adat. Pada periode ini u m m y a  pembuatan 

perahran itu cukup hanya dengan pencatatan hukum adat yang berlaku 

Kemudian hukurn yang tercatatkan tersebut dilaksanakan dan menjadi 

perahran yang mengikat. Sejarah menuliskan pada masa hukum perundang- 

undangan ini terjadi pada masa Raja Babilonia sekitar abad 20 SM. Undang- 

undang Hamurabi ini merupakan kodifikasi hukurn adat yang berlaku pada 

masa itu yang antara lain berisi tentang hukum pidana, hak-hak istirnewa 

pegawai pemerintah, hukum dagang, sewa-menyewa, dll. Pada masa ini juga 

sudah dikenal dengan kaidah hukum pidana "pada dasarnya seseorang itu 

bebas dari segala t~duhan". '~~ 

Periode selanjutnya adalah periode konstitusi. Tak dipungkul lagi 

pada periode konstitusi ini, terutama di Barat, lahir karena gerakan revolusi 

yang untuk mendukung hak-hak rakyat dan kernerdekaannya dari 

kesewenang-wenangan negara dan dari penindasan para diktator. Dalarn 

periode konstitusi yang baru ini, biasanya undang-undang dasar itu bersifat 

statis, tidak dapat berubah kecuali dengan syarat yang sangat ketat. Oleh 

karena itu konstitusi dianggap lebih kuat dan lebih tinggi nilainya dari 

undang-undang biasa. "8 

Periode keempat adalal~ periode hukum intemasional. Pada periode 

ini sedikit berbeda dengan periodesasi sebelumnya yang lebih menekankan 

hak-hak manusia dalam ruang lingkup masing-masing negara sesuai dengan 
- 

12' Ibid., him. 6-9. 
128 Ibid., hlm. 20-22. 



latar belakang budaya, kondisi, serta situasi yang khusus. Pada periode ini 

peran teknologi komunikasi sangat besar, aktifitas transformasi dan 

pertukaran dalam bidang ekonomi dan kebudayaan antar individu dan negara. 

Berawal dari proses ini maka berkembang pemikiran dan konsep hak asasi 

manusia yang kemudian mengambil konsep intemasio~al.'~~ Konsep hak 

asasi manusia dalarn kerangka hukum internasional ini mulai terjadi pada 

awal abad 20-an dikarenakan krisis hak asai manusia yang berkepanjangan 

dalam bentuk perang dunia, PD I dan PD 11. 

Rentuk periodesasi hukum internasional hak asasi manusia ini 

berada dalam p e r j a n - a n  internasional atau organisasi intenasional 

yang sifatnya mendunia seperti PBB. Seperti yang kita ketahui, saat ini 

bentuk hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia masih 

dimotori oleh PBB dalam piagam PBB. Selain itu juga bentuk lain adalah 

UDHR yang merupakan kesepakatan hak asasi manusia oleh masyarakat 

dunia melalui resolusi Majelis Umum PBB. Dalam ha1 hukum HAM 

internasiond yang berada dalam bentuk pe rjanjian-pe rjanjian internasional 

mewajibkan negara-negara yang menjadi anggotanya untuk mematuhi segala 

ketentuan yang tercakup di dalam perjanjian internasional tersebut. 

Melihat keempat periodesasi hukurn hak asasi manusia ini, Indonesia 

berada pada posisi mengakui keempat-empatnya. Pertama dalam ketentuan 

ketatanegaraan Indonesia, hukum HAM yang berlaku di Indonesia adalah 

hukum HAM yang berasal dari hukum adat, h u h  perundang-undangan dan 

lZ9 Ibid., hlm. 29. 



Konstitusi. Narnun dalam ha1 lain keduu juga mengakui hukum HAM yang 

sifatnya internasional. Periodesasi hukurn pada kategori yang pertama di 

Indonesia idah mengakui bahawa hak asasi manusia di Indonesia pada 

dasarnya berasal dari nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia 

yang kemudian diambil nilai-nilainya ke dalam sebuah peraturan Undang- 

Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi negara. Nilai-nilai murni yang hidup 

di dalam masyarakat Indonesia ini antara lain seperti gotong royong, 

kebersamaan, tepo sliro, clan lain ~eba.gain~a. '~~ 

B. Sejarah Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia 

Berbicara mengenahi hak asasi manusia di Indonesia, tentunya kita 

tidak bisa melepaskannya dari hak asasi manusia yang berkembang dalam 

ranah internasional. Hal ini dikarenakan sadar atau tidak, mau ataupun tidak 

pada dasarnya sejak awal k i b  merdeka pun penjaminan kemerdekaan sudah 

dijamin di dalam konsep hak asasi manusia Asas selfdetermination atau asas 

penentuan nasib sendii merupakan cikal bakal atau asas hak asasi manusia 

yang paling fundamental dalam kemerdekaan suatu bangsa-13' Walaupun 

130 Nilai-nilai ini adalah nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia sebagai identitas 
bangsa timur yang penuh akan nilai-nilai kebersamaan. Niali-niali ini mendapat jaminan di dalam 
konstitusi. kita dalam Pasal 28 I menyatakan bahwa "identitas budaya dan hak rnasyarakat 
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." 

13 1 Asas selfdetermination atau asas penentuan nasib sendiri telah dirurnuskan definisinya 
oleh PBB secara luas dan rinci sebagai s u m  prinsip hukum dalam "Deklarasi mengenai 
Pemberian Kernerdekaan bagi Rakyat dan Bangsa Terjajah 1960, "Kovenan mengenai Hak Asasi 
Manusia 1966", sampai kepada "Deklarasi rnengenai Prinsip-prinsip Hukurn lntemasional 1970 
yang intinya bahwa penentuan nasib sendiri itu merupakan hak dari "semua bangsa". Lihat 
Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukurn Znternmional, (Jakarta: PT Tatanusa, 2007), hlm. 69. 
Prinsip self determination ini memungkinkan bagi rakyat di satuan wilayah jajahan dapat 
rnenentukan secara bebas status politiknya sendiri seperti rnenciptakan kemerdekaan, bergabung 
dengan negara tetangga, persekutuan secara bebas dengan suatu negara merdeka atau status politik 
lainnya yang diputuskan secara bebas oleh rakyat yang bersangkutan. Prinsip ini juga mempunyai 



dalam pelaksanaanya, pemerolehan hak kemerdekaan ini h m  diperjuangkan 

dengan berkorban harta, jiwa dan raga. 132 

Pejuangan untuk memperjuangkan hak asasi manusia untuk 

menentukan nasib sendiri (self determination) rakyat Indonesia adalah pada 

saat itu perlawanamya dengan tentara Belanda, di mana wilayah nusantara ini 

telah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Perjuangan itu akhimya mulai 

menemukan titik terang ketika Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang 

dan setela. itu Jepang juga menyerah kepada Tentara Sekutu pada tahun 

1945. Di saat kekosongan kekuasaan itulah maka rakyat Indonesia 

memberanikan diri untuk memproklamasikan kemerdekaannya, proklamasi 

kemerdekaan yang memang pada saat itu (sebelum tentara Nippon kalah pada 

Sekutu) Jepang janjikan kemerdekaan pada Indonesia (terlepas janji tersebut 

palsu atau  tidal^).'^^ 

Perjuangan hak asasi manusia dalam menentukan nasib sendiri rakyat 

Indonesia membuahkan hasil pada 17 Agustus 1945. Namun pe juangan itu 

lagi-lagi diuji dengan kembalinya tentara Belanda, yang sebelumnya kalah 

oleh Tentara Nippon, dengan agresi militernya pada sekitar tahun 1948- 1 949. 

peranan dalam hubungannya dengan pembentukan negara, mernpertahaknkan kedaulatan, dan 
kemerdekaan negara, dalam merumuskan kriteria untuk penyelesaian perselisihan dan di bidang 
kedaulatan yang tetap dari negara terhadap sumber alam. M.N. Shaw, International law dalam 
Sumaryo Suryokusumo, Srudi Kasus Hukurn Internasional, (Jakarta: PT Tatanusa, 2007), hlm. 70. 

132 Asas self determination atau asas penentuan nasib sendiri ini memerlukan pe rjuangan 
untuk mencapai kernerdekaan suatu negara. Contohnya rakyat Indonesia mendapatkan 
kemerdekaan tidak dengan cara gratis namun lebih kepada pe rjuangan melawan penjajahan demi 
mendapatkan rasa kemerdekaan sebagai bangsa dim negara berdaulat. 

133 Kekalahan tentara Jepang pada tentara Sekutu melalui bom atom yang dijatuhkan di 
Hirosima dan Nagasaki mengakibatkan tentara Jepang menyerah tanpa syarat. Kembalinya tentara 
Jepang ke daerab asalnya dirnanfaatkan oleh para pejuang kemerekaan R1 untuk segera 
mernproklamirkan kemerekaamya. Sumber Dokumen Nasional Sejarah Kemerdekaan Republik 
Indonesia. 



Perjuangan mempertahankan prinsip kedaulatan negara kembali berkecamuk 

dengan perjuangan yang memakan korban yang tidak sedikit. Benar juga, 

setelah mendapat perlawanan yang sengit di Indonesia dan juga tekanan dari 

pihak internasional di negeri Belanda, terutama setelah berdirinya PBB yang 

berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia terrnasuk hak 

untuk menentukan nasib sendiri, akhirnya Belanda mundur dari Hindia 

Belanda (sebutan Belanda terhadap tanah tumpah darah Ind~nesia). '~~ 

Setelah proklamasi kemerdekaan, secara nyata Indonesia mengadopsi 

hukurn Belanda untuk mengisi kekosongan hukurn clan dengan 

memperhatikan pluralitas bangsa yang begitu beragam ada tiga hukum yang 

berlaku di negeri ini yaitu hukum Barat (Belanda), hukum Islam dan hukum 

adat. Sampai saat ini tiga hukum tersebut diakui secam substantif sebagai 

surnber hukum di Indonesia yang dipersatukan menjadi hukurn nasional 

~ndonesia. 135 

Kaitannya dengan hak asasi manusia, akan dipaparkan secara singkat 

mengenai berbagai macam hak asasi manusia yang dikonsepkan oleh Barat 

dan hak asasi maiusia dalam konsep Islam yang dipandang sebagai dua 

sumber utama hak asasi manusia yang berlaku di negeri iili. 

1. Hak Asasi Manusia dalam Konsep Barat 

Seperti yang telah dipaparkan di atas mengenai hak. asasi manusia 

dalam konsep Barat, kita dapat melihat sejarah perkembangan HAM 

134 Sumber Dokumen Nasional Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia. 
135 Dalam pelaksanaannya setelah kemerdekaan karena terjadi kekosongan hukum, maka 

hukum-hukum yang saat Belanda menjajah negeri ini gunakan akhirnya diberlakukan sementara 
sampai ada produk hukum yang baru yang diciptakan untuk menggantikamya. Seperti BW N t a b  
Undang-undang Hukum Perdata, WVS (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). 



dengan merunut konsep hak asasi manusia yang sederhana sarnpai 

kepada filsafat Stoika d i m a n  kuno melalui yurisprudensi hukum 

kodrati (natural law) Hugo Grotius dan ius natwale dari Undang-undang 

Romawi. Namun, konsep hak asasi manusia modern tamp& jelas berasal 

dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad XVII dan 

XVIII. L36 

Sebenarnya, ketika Eta berbicara mengenai hak asasi manusia 

modern, kita tidak dapat melepaskannya dari hak asasi manusia yang 

dikonsepkan oleh Barat yang dimotori dari sejarah Inggris, Amerika 

Serikat dan Prancis. Inggris mempunyai dua instrumen besar yang 

mempengaruhi munculnya HAM yakni Magna Carta (1 2 15) dan Bill of 

Rights (1689). Isi dari kedua instnunen ini antara lain berisi tentang 

pengakuan raja atas hak-hak rakyat umum, penetapan d e m o h i  

parlementer, prinsip perundang-undangan atau norma hukum, dan 

perangkat-perangkat yang menyertainya seperti persarnaan, kemerdekaan 

dan jaminan atas k e ~ j a . ' ~ ~  . 
Di sisi lain Amerika Serikat mempunyai Deklarasi Kemerdekaan 

(Declaration of Independence) yang lahir pada tahun 1776 yang setelah 

itu dikembangkan lagi menjadi Deklarasi Konstitusi Amerika tahun 

1787. Kemudian konstitusi ini mengalami perubahan pertarnanya yang 

disebut dengan Deklarasi Hak-hak Manusia yang lahir pada 1789 sampai 

136 Scott Davidson, up cit., hlm. 2. 
157 A. V. Dicey, 23e Lmj of Constitution, (London: 1926), hlm. 179. 



dengan 1791.'~' Dalarn deklarasi tersebut berisi tentang penegasan atas 

kemerdekaan beragama, hak perlindungan atas jiwa, kekayaan dan 

tempat tinggal. Selain itu juga dijamin atas hak pengajuan tuntutan dan 

prinsip "tidak bersalah" tanpa adanya keputusan pengadilan yang adil, 

syarat-syarat wajib militer. Kemudian juga peraturan-peraturan pengganti 

terhadap penegasan larangan terhadap perbudakan,'39 kewajiban 

membebaskan perb~dakan140 dan persamaan dalam hak pilih dan 

~nernilih'~' tanpa melihat asal ketuman, warm kulit d m  kebangsaan.'42 

Bertepatan dengan dikeluarkannya Deklarasi Hak-hak Manusia tahun 1789 (dan 
pendirian Mahkamah Agung), Pemerintah Washington mengumumkan, berdasrkan ketetapan 
DPR, "Hari pernyataan terimakasih (Thankgiving Day)" ssbagai hari besar nasional pada setiap 
hari kamis terakhir bulan Nopember disetiap tahun. Sehingga pada hari tersebut seluruh rakyat 
menyatakan rasa syukur atas nikmat Tuhan yang besar. Orang pertama yang menyatakan 
Thankgiving Dqy sebelum itu adalah para imigran Inggris yang pertama kali menginjakkan kaki di 
timur laut Amerika berdasarkan deklarasi dari pemerintah jajahan, Plymouth, 1621. Lihat dalam 
Subhi Mahmassani, op cit., hlm. 23. 

139 Pada dasamya larangan terhadap perbudakan sudah dilakukan sejak zaman Nabi 
Muhammad SAW. Namun larangan ini seringkali disalah tafsirkan dengan pembolehan terhadap 
perbudakan. Hal ini didasarkan pada sejarah pada saat Nabi, di mana pada saat itu (saat Proses 
Islam diwahyukan) Nabi mengakui adanya perbudakan dan tidak melaranganya secara tegas. 
Apalagi saat itu tidak hanya budak mash eksis, namun juga perlakuan terhadap budak seringkali 
bertentangan dengan hak asasi manusia dimana majikan boleh melakukan ha1 apapun terhadap 
budaknya termasuk juga disetubuhi tanpa adanya ikatan perkawinan. Batas aurat budak 
perempmn adalah sama seperti aurat laki-laki. 

140 Kewajiban yang diterapkan dalam sejarab Arnerika ini sebenamya juga sudah 
diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan oleh Al-Qur'an. Saat itu Nabi tidak secara 
tegas melarang perbudakan karena kultur pada saat itu sudah menjadi ha1 yang wajar adanya 
budak. Kultur yang sudah menjadi sistem dan mengakar di dalam masyarakat Arab JahilUiyah 
pada saat itu tidak mungkin untuk dihilangkan secara langsung karena memerlukan proses 
pengadaptasian hukum. Perbudakan tidak secara tegas dilarang, namun sedikit demi sedikit 
dihilangkan dengan kewajiban bagi yang mampu untuk rnembebaskan budak. Seperti yang 
dihukumkan di dalam Jslarn di mana sepasang suami-isteri yang melakukan persetubuhan di siang 
hari pada bulan Ramadhan salah satu hukumannya adalah diwajibkan untuk mernerdekakan budak, 
dan lain-lain. 

141 Pada saat Nabi Muhammad SAW wafat tidak ada pesan apapun untuk menggantikan 
posisinya sebagai Wlalifuh (Pemimpin), sebenarnya ha1 ini kurang bisa dibaca oleh umat muslim 
saat ini. Hal ini menandakan bahwa Nabi menyerahkan semuanya kepada umatnya untuk 
menggantikan posisinya sebagai khalifah. Nabi tidak menunjuk satu orang pun untuk 
menggantikannya dan satu kata terakhir dari Nabi sebelum ia wafat adalah "ummati (umath) ". 
Nabi sangat mengutamakan persatuan terhadap umatnya sehingga siapa pemimpin penggantinya 
pun umatnya yaog harus memutuskannya. Dalam ha1 ini satu pelajaran demokrasi sudah 
ditunjukkan oleh jiwa besar Ros~~lullah yang secara tidak langsung dapat diterjemahkan dalam 
memilih pemimpin musyawarah mufakat hams dikedepankan. Nilai inilah yang secara tidak 



Di tanah Eropa lainnya, Prancis juga mengikuti perkembangan 

demokrasi yang mengarahkan kepada Revolusi Prancis pada tahun 1789 

yang kemudian lahir Deklarasi tentang Hak-hak Manusia dan Warga 

Negara (Declaration des Droifs de I'Homme et du Citoyen). Dalam 

deklarasi ini menegaskan adanya hak asasi bahwa manusia dilahirkan dan 

senantiasa berada dalam keadaan merdeka dan memilk hak yang sama 

menurut hukurn. Tujuan dari setiap lembaga negara (organisasi politik) 

adalah untuk melindungi hak-hak dasar manusia yang tidak boleh 

diganggu gugat yaitu hak kemerdekaan, hak kepernilikan, kearnanan dan 

perlawanan terhadap penindasan rakyat oleh sumber kedaulatan. Selain 

itu deklarasi ini juga menegaskan kebebasan berfikir dan menyatakan 

pendapat, menghormati hak milik dan hak seseorang tidak boleh diarnbil 

kecuali dalarn keadaan terpaksa untuk kepentingan umurn dengan 

memberikan ganti rugi yang memadai. Selain itu juga ditegaskan 

seseorang pada dasarnya dibebaskan dari segala tanggungan, tidak boleh 

ditahan, dituduh ;tau dipenjarakan, kecuali atas dasar undang-undang, 

dan seseorang tidak boleh dihukum kecuali setelah melalui proses 

pengadilan, juga tidak boleh dinyatakan bersalah atau dijatuhi hukuman 

kecuali ada ketentuan demikian di dalam undang-undang (asas legalitas) 

melalui keputusan pengadilan.143 

langsung diadopsi oleh Amerika Serikat dalam proses sejarahnya menjadi negara d e m o h i  di 
mana ha1 ini tidak dilakukan oleh negara-negara Arab saat itu yang notabene negara Islam. Justru 
"Islam" yang sesungguhnya terlihat ditanah Barat. 

142 Edward Crowin, The Constitution and What ft Means To-Day, (Princeton, 1954), hlm. 
186-237. 

143 Subhi Mahmassani, op cit., hlm. 24. 



2. Hak Asasi Mannsia dahm Konsep Islam 

Islam datang melalui risalah Nabi Muhammad SAW pada sekitar 

awal abad VII M. Oleh karena itu, perlu ditekankan kembali antar risalah 

dan rosul. Rosul adalah manusia biasa sebagai makhluk biologis dan bisa 

mati kapan saja dan di mana saja, namun risalah akan tetap kekal dan 

hidup dalam masyarakat selagi manusia itu masih a& Risalah yang 

dibawa Muhammad berisi berbagai pedoman, prinsip dan kaidah yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan inanusia. Ketentuan mengenai ibadah, 

akhlak dan muamalah menjadi perhatian pokok dalam Islam. Hukum 

Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah yang kemudian 

berkembang melalui ijfihud, penafsiran atau penjelasan terhadap Al- 

Qur'an dan Sunnah yang disesuaikan dengan kondisi zaman dan 

masyarakat tertentu oleh para fuqoha dan mz~msir. 

Menurut Pandangan para ahli Jikih tadapat banyak sekali hukurn 

Islam yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Adapun beberapa tema 

pokok yang penting yang didasarkan pada kepentingan hak asasi manusia 

adalah: 

1. Pembentukan negara hams didasarkan pada konsep musyawarah 
yang demokratis dengan kewajiban berpedoman pada hukurn 
~yari 'at Islam. 

2. Asas hukurn dan perundang-undangan hendaknya dilaksanakan 
oleh kekuasaan negara (eksekutif) dan kekuasaaan peradilan 
(yudikatif). Hal ini dimaksudkan agar hak-hak rakyat dilindungi 
dari kesewenang-wenangan kekuasaan. 

'4 Ibid., hlm. 17-18. 



3. Mengumumkan prinsipprinsip persamaan di antara sesama 
manusia, tidak mentolerir sistem kasta dan tradisi pengagungan 
keturunau, pangkat dan kedudukan serta membina kemuliaan hanya 
dengan taqwa, yaitu iman yang benar disertai ma1 yang saleh. 

4. Menetapkan berbagai kebebasan umum, terutama tentang 
pemeliharaan kernuliaan jiwa, kehormatan, harta benda dan tempat 
tinggal, kebebasan menganut keyakinan, kebebasan menyatakan 
pendapat, kebebasan mernilih pekerjaan dan kebebasan belajar 
sebagai suatu hak dan kewajiban. 

5. Kebebasan hak rnilik dengan memperhatikan keadilan sosial, 
kewajiban membayar zakat dan kewajiban-kewajiban lainnya yang 
mesti dikeluarkan oleh orang kaya demi kepentingan yang tidak 
mampu. 

6. Kebebasan melalcukan transaksi disertai kewajiban menunailcan 
segala pe rjanjian dan hal-hal lain yang menjadi perangkatnya 
seperti kebebasan berdagang dengan catatan dilarang melakukan 
riba, tipu daya, monopoli dm pemaksaan juga kewajiban 
pelaksanaan wasiat dan hukum waris. 

7. Memperlakukan wanita secara proporsional dengan memberi hak 
waris, hak milik clan hal pengelolaan harta miliknya dengan 
memberinya kehormatan clan persamaan dalam hak yang prinsipil. 
Hak untuk membina rumah tangga atas dasar mawadah dan kasih 
sayang. Menjadikan mahar sebagai hak istri sebagai penghargaan 
atas dirinya. Menghindarkan perceraian tanpa alasan yang dapat 
dibenarkan, rnembatasi poligarni dengan syarat yang berat dan 
ketat, melarang kawin syigar (tukar anak perempuan), kawin paksa 
dan penguburan anak perempuan Ilidup-hidup seperti di zaman 
Jahi liyyah. 

8. Mengatur berbagai hukurn pidana, membedakan hak mum (hak 
Allah) dan hak pribadi. Membedakan hukum pidana yang ada 
ketetapan sanksinya dalarn syara ' dan yang diserahkan hukumnya 
pada hakim (fa 'z'zir). Menetapkan syarat-syarat qisus dalam pidana 
peinbunuhan dan penganiayaan yang disengaja, dan mernberi 
batasan atas denda (diyat) dan ganti kerugian. 

9. Meletakkan dasar-dasar hukum internasional dalam hukurn 
perikehidupan, menyerukan perdamaian dan persaudaraan serta 
kewajiban untuk menaati pe rjanjian. Oleh karena itulah dari sini 
lahir larangan agresi dan kebolehan pembelaan diri dari gangguan 
dan penyerangan (asas self defence) terhadap agama, masyaakat 
dan tempat penbadatan. 



Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa HAM dalam Islam 

sebenamya bukan hasil evolusi dari pen&hm manusia dengan alasan 

bahwa wahyu yang dibawa olah Muhammad adalah sesuai dengan 

kehendak Allah sehingga hal itu ada sejak permualaan eksistensi umat 

manusia. Hak asasi manusia yang dijamip oleh Islam bagi mkyat dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu HAM dasar yang diletakkan 

oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia dan HAM yang dianugerahkan 

oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, 

status, posisi dan sebagainya yang mereka rniliki. Hak-hak ini termasuk 

hak khusus bagi non-muslim, wanita, buruh atau pekerja, anak-anak dan 

sebagainya. i45 

Pada kategori HAM yang pertama adalah hak dasar yang diberikan 

oleh Islam bagi seseorang karena ia adalah manusia terdapat beberapa 

macam clan hak-hak ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai 

sumber tertinggi agama Islam, yakni hak untuk hidup, hak untuk merniliki 

harta kekayaan, perlindungan terhadap kehormatan, keamanan dan 

kesucian hidup pribadi, keamanan kemerdekaan pribadi, perlindungan dari 

hukuman penjara yang sewenang-wenang, hak untuk memprotes kelaliman 

atau tirani, hak kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk 

berkeyakinan, hak warga non muslim di dalam negara muslim, kebebasan 

berserikat, kebebasan untuk berpindah, persamaan hak di dalam hukurn, 

- - - - 

145 Syeikh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 1996), hlm. 59. 



hak mendapatkan keadilan, hak wtuk mendapatkan kebutuhan dasar 

manusia, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.146 

Sebagai surnber tertinggi dalam hukum islam, hak asasi pertama 

yakni hak untuk hidup secara jelas tersurat di dalam Surat al-Ism' ayat 33 

yang berbunyi "janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

rnembunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar."147 Ayat ini 

juga diperkuat dengan Surat al-An'am ayat 51. Pada intinya hak untuk 

hidup di dalam Islam sebenarnya juga dibatasi dengan hak orang lain. 

Benar kiranya seseorang n~empunyai hak untuk hidup akan tetapi ketika 

seseorang tersebut melanggar hak hidup orang lain dengan melakulcan 

kejahatan yang begitu besar hak hidup ini juga bisa d i ~ a b u t . ' ~ ~  

Hak untuk memiliki harta benda merupakan salah satu jaminan hak 

di dalam Islam. Penjaminan ini diatur di dalam Surat al-Baqarah ayat 188 

dan an-Nisa' ayat 29 yang pada intinya agar dalam memiliki harta benda 

tidak boleh melakukannya dengan cara yang tidak benar. Selain di dalam 

Al-Qur'an penjaminan hak ini juga dicontohkan oleh Rosulullah yang 

senantiasa melindungi hak kepemilikan harta ini pada saat pembangunan 

sebuah masjid di Madimah dengan melakukan ganti rugi terhadap tanah 

yang dibangun masjid tersebut dengan ganti kerugian kepada pemiliknya 

sesuai dengan harga yang pantas pada saat  it^.'^^ 

Ibid, hlm. 59-94. 
147 Maksud dengan alasan yang benar adalah dasan yang dibenarkan oleh syara' (sumber 

Al-Qur 'an dan Terjemahamya, Departemen Agama RI) 
'" Di beberapa negara modem saat ini juga mash ada penerapan hukuman mati terhadap 

kejahatan tertentu tennasuk di Indonesia d m  Amerika. 
119 Syeikh Syaukat Hussain, op cit., hlm. 63-70. 



Nilai-nilai hak asasi manusia lain dalam Islam juga diatur di dalam 

Al-Qur'an sepertihalnya hak perIindungan terhadap kehormatan (al- 

Hujurat: l l &13), hak keamanan dan kemerdekaan pribadi (al-Hujurat: 6), 

perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang (al-any am: 

164), hak untuk memprotes kelalirnan atau tirani (an-Nisa': 148, al- 

Ma'idah: 78-79, al-A'raf: 165), kebebasan beragama (al-Baqarah: 256), 

hak mendapatkan keadilan (asy-Syura: 1 5).150 Selain itu juga terdapat hak- 

hak yang dicontohkan selarna masa hidup Rosulullah dan para Sahabat. 

Seperti pada saat perang Khanday dimana saat itu Rosulullah 

bennusyawarah dengan para sahabat dalam melakukan strategi perang. 

Semua ide dari para sahabat ditampung, mereka bebas untuk 

mengungkapkan pendapatnya. Saat itu pendapat yang disepakati adalah 

dengan cara membuat khandaq (parit) sebagai sebuah strategi berperang. 

C. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia 

1. Pengertian HAM .- . 

Terdapat berrnacam-macam pengertian mengenai hak asasi 

manusia Di bawah ini penulis akan menyajikan beberapa pengertian hak 

asasi manusia dari beberapa baik dari para pernikir dan pakar hak asasi 

manusia dan peraturan mengenai HAM yang bersifat nasaional maupun 

internasional yang relevan dalam konteks kekinian. Pertama penulis awali 



makna HAM dalam karnus besar bahasa Indonesia bahwa hak asasi 

rnanusia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri rnan~s ia .~~ '  

Pada dasamya, hak asasi manusia terdiri dari tiga kata 

yakni hak, asasi dan manusia. Apabila kita analisis lebih jauh kata hak dan 

asasi sebenamya berasal dari bahasa arab yakni haqqa-yahiqqu-haqqaan 

yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dm wajib. Kata ini bisa juga berarti 

wajib seperti di dalarn kalimat "yahiqqu 'alaih an tafala kaa?za " artianya 

"kamu wajib melakukan seperti in?'. Berdasarka kata ini maka hak berarti 

kewajiban atau kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu Sedangkan kata asasiy berasal dari kata assa-yaussu- 

asasaan yang berarti mendirikan, membangun, rneletakkan dapat juga 

berarti asal, asas, pangkal, dan dasar bagi segala sesuatu. Dengan demikian 

asasi berarti segala sesuatu yang bersifat mendasar d m  fundamental yang 

selalu melekat pada ~ b ~ e k n ~ a . ' ~ ~  

Menurut Jack Donnely mengemukakan bahwa hak asasi manusia 

adalah hak yang.dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia. 

Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh 

masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata 

berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Ia lebih menjelaskan bahwa 

meskipun setiap orang terlahir dengan perbedaan wama kulit, jenis 

kelarnin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan, manusia tetap mempunyai 

151 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kanzus Besar Bahasa Indonesia 
(JakartxBalai Pustaka, 1994), hlm. 334. 

"' Ibid., hhl. 1. 



hak-hak tersebut. Menurutnya inilah yang menyebabkan bahwa hak asasi 

manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut (inalienable). 153 

Dalam UDHR secara spesifik tidak memberikan malcna tentang HAM 

ini, namun penulis dapat mengambil semangat yang terdapat di dalam 

pembukaannya yang kurang lebih dapat memberikan batasan mengenai hak 

asasi manusia, yakni, "recognition of the inherent dignity and of the equal 

and inalienable rights of all members of the human family is the 

foundation offreedom, justice andpeace in the 

Dalam undang-undang kita mendefinisikan bahwa hak asasi 

manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugi-ah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

kehorrnatan serra perlindungan harkat dan martabat r n a n u ~ i a . ~ ~ ~  

2. Hak Asasi Manusia di Indonesia 

UDHR ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A 011) 

tertanggal 10 Desember 1948. Berlakunya UDHR bagi negara-negara di 

dunia berdasarkan pada hukurn kebiasaan setelah memenuhi dua syarat 

yaitu keajegan dalam kurun waktu yang lanla dan adanya opinion 

153 Jack Domely, op cit., hlm. 7. 
154 Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) kurang lebih makna 

dari pernyataan ini adalah "pengakuan atas martabat alamiah dm hak-hak yang sama dan tidak 
dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan 
perdamaian di dunia". 

'55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 1. 



ne~esitatis."~ Indonesia mempunyai konsep hak asasi manusia sendiri, 

yang dimmuskan dalam UUD 1945. Perumusan hak asasi manusia dalam 

UUD 1945 belum diilhami oleh UDHR, tetapi ha1 ini bukan b e d  

Indonesia tidak mengakui hak asasi manusia dalam UDHR karena dalam 

perkembangan selanjutnya beberapa kali perubahan Undang-Undang 

Dasar dalam sejarah Indonesia menarnpakkan sekali nilai-nilai yang 

terdapat dalam UDHR. 57 

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang 

sejak ia besar d m  merupakan pemberian dari ~uhan.'~~ Hak ini tidak boleh 

diganggu oleh siapapun. Sedang defrnisi lain mengatakan bahwa HAM 

adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan 

yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. 

Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak 

asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, agama, ras, golongan, 

ketumnan, jabatan, dan lain sebagainya.15' 

156 Customav law is not written and has no 'authoritative' text which has an inherent 
'thereness' and whose meaning needs only to he extracted,fiom it. However, extracting meaning 

from texts is a dzficult problem in its own right, as the disputes on legal interpretation show . h 
contrast, the ascertainment of customav law itwolves a re-creation of its genesis. Scholars need to 
show how the requisite stale practice and opinio iuris have accumulated and that this process has 
been consistent with the meta-law on custom-creation. Lihat Jbrg Kammerhofer, Uncerfainty ..., 
op cit., blm.60. 

Is' Dalam beberapa kali perubahan konstitusi di Indonesia dalam sejarahnya Indonesia 
mencantumkan ketentuan mengenai hak asai rnanusia seperti yang terdapat dalam Undang-Undang 
Dasar Sementara 1950 dan Konstitusi RIS. 

lS8 http://id.wikipedia.~rg/wiki/Hak~asasi~man~si_m akses tanggal 16 Oktober 2010. 
15%ttp:l/organisasi.org~pengertiananmacamdanenis~hak~asasi~manusia~ham_yang~ 

berla~umum~globalgelajaranaranilmu~p~gmp~indonesia, akses tanggal 16 Oktober 20 10. 



Di Indonesia, negara yang tidak luput dalam proses 

kemerdekaannya mi mcugpnakan asas self deterrninati~n'~~ pada tahun 

1945 telah menetapkan bahwa dasar ideologinya adalah Pancasila dengan 

sekelumit pengaturan HAM yang tadapat di dalam Batang Tubuh UUD 

1945 sebagai dasar hukumnya, sebelum dilakukannya amandemen 

terhadap UUD 1945. Artinya dalam ha1 ini Indonesia merupakan negara 

yang sangat menghorrnati adanya hak asasi manusia di dalamnya Hanya 

saja hak asasi yang mana yang dipakai masih dalam perdebatan. Apakah 

hak asasi tcrsebut pure dari Barat yang berarti bahwa nilai-nilai tersebut 

berasal dari nilai universal ataukah hak asasi tersebut pada dasarnya 

merupakan nilai-nilai lokal (relatifitas) yang terejawantahkan di dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

3. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia 

Kita ketahui bersama bahwasanya kemerdekaan di Indonesia lahir 

berdasarkan prinsip HAM universal yang sifatnya sangat fundamental hak 

ini disebut pula sebagai prinsip selfdeterminalion atau prinsip menetukan 

nasib sendiri. Prinsip ini dijadikan dasar bmyak negara untuk rnerdeka 

pada awal abad 20-an di Asia bahkan sampai Afrika, yakni, dengan 

runtuhnya kolonialisn~e atau penjajahan oleh bangsa Eropa Indonesia 

Dalam asas ini, apabila kita pelajari kembali pada Preambule, Batang Tubuh dan 
Penjelasan UUD 1945, setidaknya akan memuncukan 15 prinsip HAM yang di antaranya Hak 
untuk menentukan nasib sendiri breambule). Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Kajian teoritis 
dan Yuridis Terhadap Konslitztsi Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media dan Pusat Studi Hukum 
Fakultas Hukum UII, 1999), hlm 11 8. 



merdeka pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia juga dibenarkan 

oleh prinsip ini mengingat sebelum Indonesia merdeka, rakyatnya telah 

dijajah selama lebih dari 350 tahun. Hal ini tercermin di dalanl pembukaan 

UUD 1945 yang berbunyi "menghapuskan penjajahan dari muka burni 

karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan." 

Wacana mengenai hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya 

bukan hal yang baru lagi. Hal ini sudah terjadi baik sebelum negara ini 

mendeklarasikan kemerdekaannya sampai pada awal-awal kemerdekaan 

pada masa perurnusan UUD 1945 oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha- 

usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Berawal dari sinilah Para 

Founding Fathers kita telah menyadari betapa pentingnya penjaminan hak 

asasi manusia agar dijamin di dalam dasar negara Indonesia. Namun, 

persoalan mengenai hak asasi manusia ini mencuat kembali setelah 

terjadinya revolusi besar yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dengan 

runtuhnya rezim Orde Baru, Soeharto. Beberapa ketentuan dalam Undang- 

Undang Dasar 1945 diamandemen termasuk ketentuan mengenai hak asasi 

manusia. 

Beberapa perkembangan hak asasi manusia di Indonesia memang 

beriringan dengan beberapa perubahan konstitusi di Indonesia dari UUD 

1945, Konstitusi RlS 1949, UUDS 1950 sampai pada kembali lagi ke 

UUD 1945. Seiring dengan beberapa perubahan konstitusi ini, penjaminan 

hak asasi manusia ini pun berubah-ubah disesuaikan dengan konstitusi 



yang berlaku pada saat itu. Terjadinya reformasi kembali lag- mengubah 

konstusi kita kepada konstitusi yang berpihak pada hak asasi manusia. 

Ismail Suny mengatakan bahwa sebenarnya terdapat tiga 

kemungkinan bentuk hukurn yang dapat menarnpung ketentuan hak asasi 

rnanusia, yaitu: 16' 

Pertama, menjadikannya bagian integral dari UUD 1945. Hal ini 

seperti yang tejadi pada Piagam Hak-Ha. Kewarganegaraan yang 

merupakan amandemen pertama sampai amandemen kesepuluh Konstitusi 

Amerika Serikat. Keduu, mengaturnya di dalam ketetapan MPR. Namun 

sayangnya ketetapan MPR ini biasanya tidak mencakup sanksinya secara 

mendetail, hanya garis-garis besar halauan negara. Seperti halnya a 

declaration of general principle tanpa adanya akibat hukum sama sekali. 

Ketigu, mencantumkannya dalam suatu undang-undang yang menjamin 

sanksi hukum terhadap para pelanggarnya. 

Ketika kita menilik kasus Indonesia, saat ini Indonesia telah 

menerapkan ketiga kemungkinan hukurn tersebut. Ketentuan ini 

merupakan buah manis dari adanya reformasi di Indonesia yang tejadi 

pada 1998. Ketentuan yang sebelurnnya diatur sangat terbatas di dalam 

UUD 1945, berkat adanya reformasi tuntutan terhadap pengatwan hak 

asasi manusia sangat deras dan pemerintahan Orde Baru sudah tidak 

161 Ismail Suny, Aspek-aspek hukum dari Piagam Hak Asasi Manusia dun Hak-hak serta 
kewajiban Warga Negara, dalarn Persahi, H u h  dan Masyarakat, Majalah Perhimpunan Sarjana 
Hukum Indonesia, Symposium Hak-hak Asasi Manusia, Nomor 2 Th. VIU, Jakarta, PN Balai 
Pustaka, 1986, dalam Bagir Manan, Perkembunga)~ Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi 
Manusia di hzdonesia, pandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, D e m o h i  dan Supremasi Hukum 
& PT Alumni, 2001), hlm. 80-8 1 .  



mempu lagi untuk menahannya. Penulis tidak men- bahwa sebelum 

reformasi tidak ada pengaturan HAM di Indonesia secara khusus, clan 

terbatasnya pengaturan tersebut semakin membuat ketidakpastian 

penjaminannya di negeri ini. Hal ini disandarkan pada sejarah yang telah 

memperlihatkan buruknya HAM dalam implementasi di Indonesia. 

Setelah reformasi te rjadi terdapat beberapa pembenahan diri 

terhadap pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, sepertihalnya terdapat 

peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka 

te rjadinya perubahan. Ketentuan ini antara lain adalah Ketetapan MPR 

Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Ketetapam MPR Nomor 

IV/MPRl1999 tentang GBHN, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang  HAM.'^^ 

Melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, 

MPR ielah menetapkan politik hukum yang hams dilaksanakan oleh pihak 

eksekutif yang mencakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya 

hukurn. Pertam, berkenaan dengan substansi hukurn, ketetapan MPR 

tersebut menggariskan bahwa penataan sistem hukurn nasional dilakukan 

secara menyeluruh dan terpadu dengan menghonnati hukurn agarna dan 

hukum adat serta memperbaharui perundang-undagan yang dinilai 

diskriminatif. Kedua, berkenaan dengan struktur hukum dilakukan dengan 

cara penegakkan hukum yang menjamin hak asasi manusia serta 

penyelesaian proses peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia 



yang belum ditangani secara tuntas. Ketiga, berkenaan dengan budaya 

hukum adalah peran dari pemerintah yang harm mempunyai inisiatif clan 

berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman dan penyadaran hak asasi 

manusia dalam selunrh aspek k e h i d ~ ~ a n . ' ~ ~  

Dalam perkembangan selanjutnya Indonesia memberikan sinyal 

yang postif terhadap perkembangan hak asasi manusia terutama dalam 

bidang sosial, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Hal ini ditegaskan 

dalam Paragraf 5 UDHR dan Program Aksi Wina tentang pentingnya 

prinsip universalitas dan partikularisme budaya. Dalm hal ini Indonesia 

berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia 

harus didasarkan pada prinsip-prinsi indivisibility, interdependence, dan 

inter-related yang berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, 

budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan baik dalam penerapan, pernantauan, maupun dalam penialaian 

pelaks-Ya.'64 

Untuk memenuhi tuntutan dari segala elemen masyarakat d m  
. -* 

untuk memberikan kesetabilan di negeri ini agar di kemudian hari tidak 

akan kembali terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang 

dilakukan oleh penguasa seperti yang terjadi di masa Orde Lama dan Orde 

Baru, maka hams ada langkah pasti yang ham dilakukan pemerintah 

untuk memperbaiki terutama pada substansi hukum di Indonesia. 

'63 Ibid, 82. 
164 Boer Macula, up cil., hlw. 700. 



Dalam membenahi substansi hukum tersebut Indonesia sesuai 

dengan rekomenda~i'~~ Deklarasi clan Program Aksi Wina 1993 

berdasarkan ha i l  Lokakarya Nasional HAM II 1993, PANTAP HAM 

telah berhasil menyusun suatu Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 

yang memuat langkah-langkah nyata mtuk pemajuan dan penghormatan 

HAM yang &an dilakukan dalam tingkat nasional dalam kurun waktu 5 

tahun (1998-2003). Rencana aksi ini dilakukan oleh Presiden B.J.Habibie 

pada tanggal 25 Juni 1998. Rencana ini terdiri dari empat pilar program 

kegiatan yang didasari dengan Keputusan Presiden No. 129 tanggal 15 

Agustus 1998, yaitu:'66 

a. Pengesahan perangkat internasional HAM 
b. Diseminasi dan Pendidikan HAM 
c. Pelaksanaan perlindungan non-derogable rights 
d. Pelaksanaan isi dan ketentuan berbagai perangkat internasional 

HAM yang telah diratifikasi Indonesia. 

Badan pelaksana rancangan itu adalah suatu Panitia Nasional yang 

terdiri atas unsur-unsur pemerintah dan KOMNAS HAM. 

Berdasarkan RANHAM periode 1998-2003 telah menetapkan skala 

perioritas ratifikasi instrumen internasional HAM yakni sebagai b e r i k ~ t : ' ~ ~  

Tahun Pertama: 

1. Kovenen Intemasional Eksosbud 

165 Disebut rekomendasi karena dalam Deklarasi (UDHR) dan Program Aksi Wina 1993 
tidak ada keharusan bagi Indonesia untuk mengikuti ketentuan tersebut. Adapun Indonesia 
mengikutinya lebih karena kebutuhan dan tekanan-tekanan dari dalam negeri (turunnya rezirn 
Orde Baru dengan refonnasi) dan luar negeri yang mendorong untuk dilakukannya ketentuan 
tersebut. 

166 Boer Mauna, op cit., hlm. 70 1. 
'" Ibid.. hlm. 702. 



2. Konvensi . Mentang terhadap Penyiksaan, Perlakuan atau 
Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan 

3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial 

Tahun Kedua 
4. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan 

Genosida 
5. Konvensi Perbudakan tahun 1926 

Tahun Ketiga 
6. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja 

Migran dan Anggota-anggota Keluarganya 
Tahun Keempat 

7. Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia clan Eksploitasi 
Prostitusi 

Tahun Kelima 
8. Kovenan Hak Sipil Politik 

Keseinua instnunen yang diprogramkan tersebut hanya ada dua 

konvensi yang pada RANHAM periode ini benar-benar diratifikasi, yakni 

Konvensi Mentang terhadap Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman yang 

Kejarn, Tidak Manusiawi dan Merendahkan pada bulan Nopember 1998 

dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 

pada tahun 1999. 

Setelah R A N M  1 dapat dikatakan kurang berhasil karena tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan yakni hanya 2 instrumen saja yang 

diratifkasi, maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 

2004 mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

(RANHAM) periode 2004-2009. Pada periode ini ada 12 program 

ratifkasi instrumen yuridis hak asasi rnan~s ia . '~~  



Berikut ini adalah bent&-bentuk instrumen HAlLI yang telah 

diratifikasi Indonesia sampai dengan saat ini:I6' 

Tabel: Instrumen HAM yang telah diratifkasi Indonesia 

1966/ 23 Maret 

Hak-Hak An& 
(25 Agustus 1990) 

against AyarlheiJ 

1 GO Instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia, 14 September 2007, 
hnp:lihuk~~nham.inf0/data-olahan-datamenu-5/7-stnen-lam-yang-telah-d iratifikasi- 
indo~lesia.html, akses tangal 24 Agustus 20 10. 
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